
REPUBLIK JNDON'ESlA 

PERSETUJUAN 
ANT ARA 

PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA 
DAN 

PEMERINTAH REPUBLIK INDIA 
MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA 

DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK 
YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN 

Pemerintah Republlk Indonesia dan Pemerlnlah Republik India, berhasral unluk 
mengadakan sualu Perselujuan mengenal penghindaran pajak berganda dan 
pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak alas 
penghasilan dan dengan maksud unluk meningkatkan kerjasama ekonomi antara 
kedua Negara. 

telah menyetujui sebagai berikut: 

BABI 
RUANG LINGKUP PERSETUJUAN 

Pasal1 
ORANG AT AU BA DAN YANG TERCAKUP DA LAM PERSETUJUAN 

Persetujuan ini berlaku terhadap orang atau badan yang menjadi penduduk salah 
satu atau kedua Negara Pihak. 

Pasal2 
PAJAK-PAJAK YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN INI 

1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak at<is penghasilan yang dikenakan 
untuk kepentingan masing-masing Negara Pihak, atau bagian-bagian 
ketatanegaraannya atau pemerintah-pemerlntah daerahnya, tanpa 
memperhalikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut. 

2. Pajak-pajak atas penghasilan yang dimaksud adalah semua pajak yang 
dikenakan alas seluruh penghasilan, atau unsur-unsur penghasilan, termasuk 
pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pemindahtang<inan harta gerak 
atau tak bergerak dan pajak-pajak atas keseluruhan upah atau gaji yang 
dibayarkan oleh perusahaan. 
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3. Pajak-pajak yang bertaku dalam Persetujuan ini khususnya adalah: 

(a) dalam hal Indonesia: pajak penghasilan; (selanjutnya disebut "pajak 
Indonesia"); 

(b) dalam hal India: pajak penghasi lan, termasuk setiap tambahan yang 
dikenakan; (selanjutnya disebut "pajak India") 

4. Persetujuan ini berlaku pula terhadap pajak-pajak yang serupa atau yang pada 
dasarnya sama yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan 
ini sebagai tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang 
saat ini bertaku. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak akan 
saling memberitahukan satu sama lain setiap perubahan substansial yang 
terjadi dalam perundang-undangan perpajakan negara mereka. 

BAB II 
PENGERTIAN-PENGERTIAN 

Pasal3 
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM 

1. Untuk kepentingan dari Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya 
harus diartikan lain: 

(a)istilah "Republik Indonesia" melfputi wilayah Republik Indonesia 
sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangannya, dan bagian­
bagian dari landas kontinen, zona ekonomi eksklusif dan perairan di 
sekitamya di mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-hak 
kedaulatan atau yurisdiksi sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982; 

(b) istllah "India" berarti wilayah India dan termasuk laut wilayah dan ruang 
udara diatasnya, dan zona maritim lainnya di mana India memiliki 
kedaulatan, hak-hak lainnya dan yurisdiksi, menurut perundang-undangan 
India dan sesuai dengan hukum internaslonal, termasuk Konvensi Hukum 
Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982: 

(c) istilah "Negara Pihak" dan "Negara Pihak lainnya" berartl Republfk 
Indonesia atau Republik India, sesuai dengan hubungan kalimatnya; 

(d) istilah "orang atau badan" meliputi orang pribadi, perseroan, kumpulan 
orang-orang atau badan-badan dan setiap kesatuan lainnya yang 
diperlakukan sebagai suatu enlitas yang dapat dikenakan pajak 
berdasarkan perundang- undangan pajak yang berlaku di masing-masing 
Negara Pihak; 
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(e) istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang 
untuk tujuan perpajakan diperlakukan sebagai badan hukum; 

(f) istilah "perusahaan" berlaku untuk segala/seluruh kegiatan usah<1; 

(g) istilah "perusahaan darl suatu Negara Pil1ak" dan "perusahaan Negara 
Pihak lainnya" masing-masing berart.i suatu perusahaan yang dijalankan 
oleh penduduk darl suatu Negara Pihak dan suatu perusahaan yang 
dijalankan oleh penduduk dari Negara Pihak lainnya; 

(h) lstilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut 
atau pesawat udara yang dioperasikan oleh suatu perusahaan dari suatu 
Negara Pihak, kecuali apabila kapal laut atau pesawat udara tersebul 
semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat di Negara Pihak lainnya; 

{i) istilah "warga negara" berarti : 

(1) setfap orang prlbadi yang memiliki kewarganegaraan dari suatu Negara 
Pihak; dan 

{2) setiap badan hukum, kemitraan atau persekutuan yang memperoleh 
statusnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di suatu 
Negara Pihak. 

(j) istilah "pejabat yang berwenang" berarti: 

(1) dalam hal Republik Indonesia, Menteri Keuangan atau Wakilnya yang 
sah; 

(2) dalam hal Republik India, Menterl Keuangan atau Wakilnya yang sah: 

{k) istllah "pajak" berarti pajak Indonesia atau pajak India tergantung dari 
hubungan kalimatnya, tetapi tidak akan termasuk setiap jumlah yang 
terutang karena pelanggaran atau kelalaian dalam hubungannya dengan 
pajak-pajak terhadap mana Persetujuan inl berlaku atau berupa pengenaan 
hukuman atau denda yang menyangkut pajak-pajak ten.ebut; 

2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan setiap saat oleh salah satu 
Negara Pihak, setiap istilah yang lidak dijel:askan dalam Persetujuan ini, kecuall 
jika dari hubungan kalimatnya diartikan lain, mempunyal artl sesuai dengan 
perundang-undangan Negara itu untuk kepentingan perpajakan yang diatur 
dalam Persetujuan ini, setiap pengertian menurut perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku di Negara ltu melampaui pengertian yang diberikan 
menurut perundang-undangan lainnya di Negara tersebut untuk islilah tersebut. 
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Pasal4 
PENDUDUK 

1. Untuk kepentingan Persetujuan lni, istilah "penduduk suatu Negara Pihak'' 
berarti setiap orang yang menurut perundang-undangan Negara tersebut 
dapat dikenakan pajak di Negara itu berdasarkan domlslllnya, tempat 
kediamannya, tempat kedudukan manajemennya ataupun dasar lainnya yang 
sifatnya serupa, dan juga termasuk Negara tersebut beserta bagfan 
ketatanegaraan dan pemenntah daerahnya. Tetapi istilah lnl tidak termasuk 
orang atau badan yang dapat dikenakan pajak di Negara itu hanya dari 
penghasilan yang bersumber di Negara tersebul 

2. Apabila karena adanya ketentuan-ketentuan pada ayat 1 seseorang menjadi 
penduduk di kedua Negara Pihak, maka statusnya akan ditentukan sebagai 
berikut 

(a) la hanya akan dianggap sebagai penduduk dari Negara Pihak di mana la 
mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedla baglnya; jika la mempunyai 
tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara Pihak, la akan 
dianggap sebagal penduduk dari Negara Pihak di mana terdapat 
hubungan-hubungan prlbadi dan ekonomi yang leblh erat (pusat 
kepentingan-kepentingan pokok); 

(b) jika Negara Pihak di mana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak 
dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang 
tersedia baginya di Negara Pihak manapun, mal<a ia hanya akan dianggap 
sebagai penduduk dari Negara Pihak di maria ia biasanya menetap; 

(c) jika ia mempunyai kebiasaan menetap di kedua Negara Pihak atau tidak 
di kedua-duanya, maka ia akan dianggap penduduk darl Negara Pihak di 
mana ia memiliki kewarganegaraan; 

(d) jlka status kependudukannya tidak dapat ditentukan karena alasan huruf 
(a) sampai dengan huruf (c) di atas, pejabat-pejabat yang berwenang dari 
Negara Pihak akan menyelesaikan masalah tersebut melalul persetujuan 
bersama. 

3. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan pada ayat 1, orang atau badan 
selain orang pribadi merupakan penduduk di kedua Negara Pihak, maka badan 
tersebul akan dianggap sebagal penduduk dari Negara Pihak di mana tempat 
manajemen efektifnya berada. Jika Negara di mana tempat manajemen efeklif 
berada tidak dapat ditentukan, maka pejabat yang berwenang dari Negara 
Pihak akan menyelesalkan permasalahan melalui persetujuan bersama. 
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Pasal5 
BENTUK USAHA TETAP 

1. Untuk kepentingan Persetujuan lnl, lstilah •bentuk usaha tetap" berarti suatu 
tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha sualu perusahaan 
darl suatu Negara Pihak dijalankan. 

2. lstllah "bentuk usaha letap• terulama khususnya meliputi: 
(a) suatu tempat kedudukan manajemen; 
(b) suatu cabang; 
( c) suatu kantor; 
(d) suatu pabrik; 
(e) suatu bengkel; 
(f) suatu gudang yang berhubungan dengan orang yang menyediakan 

fasilitas penyimpanan untuk orang lain; 
(g) bangunan sebagai lempat penjualan; 
(h) lahan pertanian atau tempat lain di mana pertanian, kehutanan, 

perkebunan atau kegiatan yang terkait dilakukan; dan 
(i) suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, suatu tempat penggalian 

atau tempat ekstraksi sumber daya alam. 

3. lstilah "bentuk usaha tetap• juga meliputi: 

(a) suatu bangunan atau suatu kontruksi atau suatu proyek perakitan atau 
proyek instalasi atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan 
proyek tersebut. telapi hanya jilca bangunan. proyek atau kegiatan tersebut 
ber1angsung untuk masa lebih dari 183 hari; 

(b) alat pengeboran atau kapal pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi 
atau eksploitasl sumber daya alam. letapi hanya jika digunakan untuk masa 
lebih dari 183 hari; 

(c) pemberian jasa termasuk jasa konsultasi yang dilakukan oleh suatu 
perusahaan melalul karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan oleh 
perusahaan itu untuk tujuan tersebut, tetapi hanya jika kegiatan-kegiatan 
tersebut berlangsung (unluk proyek yang sama atau ada kaitannya) di suatu 
Negara Pihak dalam masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari 91 
hari dalam jangka waktu dua belas bulan. 

4. Menyimpang dari ketentuan-kelenluan sebelumnya dari Pasal ini, istilah 
"benluk usaha tetap" dianggap tidak meliputi: 

(a) penggunaan fasilitas-fasilitas ~emata-mata dengan maksud untuk 
menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik 
perusahaan: 
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(b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik 
perusahaan semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan; 

(c) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik 
perusahaan semata-mata ciengan maksud untuk diolah oleh perusahaan 
lain; 

(d} pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk 
pembelian barang-barang atau barang dagangan, atau untuk 
mengumpulkan informasi, bagi keperluan perusahaan; 

(e) pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud 
menjalankan se!iap kegiatan lain yang bersifat persiapan atau penunjang 
bagi perusahaan; 

(f) pengurusan suatu tempat usaha letap semata-mata dengan maksud untuk 
melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pada sub-ayat 
(a) sampai dengan sub-ayat (e), sepanjang secara keseluruhan kegiatan­
kegiatan tempat usaha tetap yang dihasilkan dari penggabungan tersebut 
bersifat persiapan atau penunjang. 

5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2, apabila orang, 
kecuaii agen yang bertindak bebas sebagaimana berlaku ayat 7, bertindak di 
suatu Negara Pihak atas nama perusahaan yang berkedudukan di Negara 
Pihak lainnya, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha 
tetap di Negara yang disebutkan pertama atas kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh orang tersebut. j ika orang tersebut: 

(a) mempunyai dan biasa menjalankan wewcnang di Negara itu untuk 
menandatangani kontrak-kontrak atas nama perusahaan tersebut, kecuali 
kegiatan itu hanya terbatas pada apa yang dimaksud dalam ayat 4, yang 
jika dilakukan melalui suatu tempat usaha yang tetap, tidak akan 
menjadikan tempat tersebut bentuk usaha tetap sesuai dengan ketentuan 
ayat tersebut; atau 

(b} tidak mempunyai wewenang, tetapi biasa mengurus suatu persadiaan 
barang-barang atau barang-barang dagangan di Negara yang disebutkan 
pertama di mana ia secara teratur mengirimka.n barang-barang atau barang­
barang dagangan atas nama perusahaan; 

(c) biasa rnelaksanakan pesanan di Negara yang disebutkan pertama, 
seluruhnya atau hampir seluruhnya untuk perusahaan itu sendiri. 

6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebP.lumnya dari Pasal ini, suatu 
perusahaan asuransi dari suatu Negara Pihak, kecuali yang berkenaan dengan 
re-asuransi, akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di Negara 
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Pihak lainnya j ika perusahaan tersebut memungut premi di wilayah Negara 
Pihak lainnya itu atau menanggung resiko yang terjadi disana melalul seorang 
pegawai atau melalui suatu perwakilan yang bukan merupakan agen yang 
bertindak bebas yang lerhadapnya berlaku ketentuan ayat 7. 

7. Suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak tidak akan dianggap mempunyai 
suatu bentuk usaha letap di Negara Pihak fainnya hanya semata-mata karena 
perusahaan itu menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya melalui makelar, 
komisioner umum atau agen lainnya yang bertindak bebas, sepanjang orang 
terseout bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Namun 
demikian, jika kegiatan-kegiatan agen dimaksud seluruhnya atau harnpir 
seluruhnya dilakukan alas nama perusahaan itu, maka ia tidak akan dianggap 
sebagai agen yang bertindak bebas dalam pengertian dimaksud dalam ayat ini. 

8. Bahwa suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak 
menguasai atau dikuasai oleh suatu perusahaan yang merupakan penduduk 
Negara Pihak lainnya , atau yang menjalankan usaha di Negara Pihak iainnya 
tersebut (baik melalui suatu bentuk usaha tetap maupun dengan suatu cara 
lain), tidak dengan sendirinya mengakibatkan salah satu dari perusahaan 
tersebut merupakan bentuk usaha tetap dari perusahaan lainnya. 

BAB Ill 
PENGENAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN 

Pasal6 
PENGHASILAN DARI HART A TAK GERAK 

1. Penghasilan yang diperoleh seorang penduduk dari suatu Negara Pihak dari 
harta tak bergerak, termasuk penghasilan yang diperoleh dari lahan pertanian 
atau kehutanan yang berada di Negara Pihak lainnya, dapat dikenakan pajak 
di Negara Pihak lainnya tersebut. 

2. lstilah "harta tak bergerak" mempunyai arti sesuai dengan perundang­
undangan Negara Pihak di mana harta yang bersangkutan berada. lstilah 
tersebut meliputi benda-benda yang menyertai harta tak bergerak, ternak dan 
peralatan yang dipergunakan dalam pertanian dan kehutanan, hak-hak di mana 
ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan umum mengenai pemilikan 
alas lahan berlaku, hak pakai hasil atas harta tak gerak serta hak atas 
pembayaran-pembayaran tetap ataupun tidak tetap sebagai balas jasa untuk 
pekerjaan atau hak untuk mengerjakan bahan-bahan galian, sumber-sumber 
dan sumber-sumber daya alam lainnya. Kapal laut dan pesawat udara tidak 
dianggap sebagai harta tak bergerak. 
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3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 bertaku juga terhadap penghasilan yang 
diperoleh dari penggunaan secara langsung, dari penyewaan, atau dari 
penggunaan harta tak gerak dalam bentuk apapun. 

4. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 3 berlaku pula terhadap penghasilan dari 
harta tak gerak suatu pewsahaan dan terhadap penghasilan darl harta tak 
gerak yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan babas. 

Pasal7 
LABA USAHA 

1 Laba suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak hanya akan dikenakan pajak 
di Negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara Pihak 
lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut 
menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka laba 
perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapl hanya atas 
bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut. 

2. Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 3, jika suatu perusahaan darl suatu 
Negara Plhak menjalankan usaha di Neg::ira Pihak lainnya melalul suatu bentuk 
usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba 
bentuk usaha tetap itu oleh masing-masing negara ialah laba yang 
diperolehnya apabila bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu 
perusahaan yang terpisah dan bertindak bebas yang melakukan kegiatan­
kegiatan yang sama atau serupa, dalam keadaan yang sama atau serupa, dan 
mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang 
memiliki bentuk usaha tetap tersebut. 

3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat 
dikurangkan blaya-blaya yang dikeluarkan untuk keper.tingan usaha dari 
bentuk usaha tetap itu, termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya 
administrasl umum, baik yang dlkeluarkan di Negara di mana bentuk usaha 
tetap ltu berada ataupun di tempat lain, sesuai dengan ketentuan dan tunduk 
pada batasan hukum pajak Negara tersebut. Namun demikian, pengurangan 
tersebut tidak diperkenankan dalam hal pembayaran-pembayaran yang 
dilakukan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor 
lain milik kantor pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar-benar 
dikeluarkan) berupa royalti, upah atau pembayaran-pembayaran serupa lalnnya 
karena penggunaan hak paten atau hak-hak lain, atau bentpa komisi untuk 
jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk manajemen atau, kecuali dalam 
usaha perbankan, berupa bunga atas pinjaman yang diberlkan kepada bentuk 
usaha tetap. Sebaliknya, tidak akan diperhltungkan sebagai laba bentuk usaha 
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tetap adalah jumlah-jumlah yang yang dibebankan oleh bentuk usaha tetap 
kepada kantor pusatnya, atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain 
dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan), berupa royalti, upah 
atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan hak paten 
atau hak-hak lain, atau berupa komisi untuk jasa-jasa tertentu yang dllakukan 
atau untuk manajemen atau, kecuali dalam usaha perbankan, berupa bunga 
alas pinjaman yang dlberikan kepada kanlor pusatnya atau kantor lain milik 
kantor pusatnya. 

4. Sepanjang merupakan kebiasaan dalam suatu Negara Pihak untuk 
menentukan besarnya laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap 
berdasarkan suatu pembagian secara proporsional alas seluruh laba 
perusahaan terhadap bagian-bagiannya, maka ketentuan ayat 2 tidak akan 
menghalangi Negara Pihak untuk menentukan besarnya laba yang akan 
dikenakan pajak berdasarkan pembagian secara proporsional tersebut seperti 
yang lazim digunakan. Namun, cara pembagian secara proporsional tersebut 
harus sedemikian rupa sehingga hasilnya akan sesuai dengan prinsip-prinsip 
yang terkandung dalam Pasal ini. 

5. Laba yang semata-mata berasal dari pembelian barang-barang atau barang 
dagangan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap untuk perusahaan tidak 
akan dihitung sebagai laba dari bentuk usaha tetap. 

6. Untuk tujuan ayat-ayat sebelumnya, besarnya laba yang dianggap berasal dari 
bentuk usaha telap harus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke 
tahun kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk menyimpang. 

7. Apabila didalam jumlah laba terdapat penghasilan-penghasilan yang diatur 
secara tersendiri pada Pasal-Pasal lainnya dalam Persetujuan ini, maka 
ketentuan Pasal-Pasal tersebut tidak akan terpengaruh oleh ketentuan­
ketentuan Pasal lni. 

Pasal8 
PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN UDARA 

1. Laba yang diperoleh suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak dari 
pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas 
internasional hanya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak di mana tempat 
manajemen yang efektif dari perusahaan berada. 

2. Jika tempat manajemen yang efektif dari perusahaan perkapalan berada di 
atas kapal laut, maka tempat manajemen yang efektif dianggap berada di 
Negara Pihak di mana kapal tersebut biasa berlabuh, atau, dalam hal tidak 
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terdapat pelabuhan sernacarn itu, ternpat rnanajemen yang efektif dianggap 
berada di Negara Pihak di mana operator kapal tersebut rnenjadi penduduk. 

3. lstilah "pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat-pesawat udara" diartikan 
sebagai usaha pengangkutan penumpang, pos, ternak, atau barang-barang 
yang diangkut oleh para pern ilik atau para penyewa atau para pencarter kapal­
kapal laut atau pesawat-pesawat udara, termasuk penjualan tiket-tiket untuk 
pengangkutan demikian atas nama perusahaan-perusahaan lain, penyewaan 
kapal-kapal laut dan pesawat-pesawat udara yang dilakukan sekali-sekali dan 
kegiatan lainnya yang secara langsung berhubungan dengan pengangkutan 
tersebut. 

4. Menyimpang dari ketentuan ayat 1 dan 2, laba yang diperoleh dari suatu 
Negara Plhak oleh suatu perusahaan pada Negara Pihak lainnya alas operasi 
kapal laut dalam jalur lalu lintas internasional dapat dikenakan pajak di Negara 
Pihak yang disebutkan pertama, tetapi pajak yang dikenakan pada Negara 
Pihak tersebut akan dikurangi dengan 50%. 

5. Laba yang berasal dari perusahaan transportasi yang merupakan penduduk di 
suatu Negara Pihak atas pernakaian, pemeliharaan. atau penyewaan peti 
kemas (termasuk kereta gandeng dan peralatan lainnya untuk rnengangkut peti 
kemas) yang biasa digunakan untuk untuk mengangkut barang-barang atau 
barang dagangan dalam jalur internasional hanya akan dikenakan pajak di 
Negara Pihak tersebut, kecuali jika peti kemas tersebut digunakan semata­
mata di dalam Negara Pihak lainnya. 

6. Untuk kepentingan Pasal ini, bunga alas investasi yang terkait langsung 
dengan pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat-pesawat udara dalam 
jalur internasional dianggap sebagai keuntungan yang berasal darl 
pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat-pesawat udara j lka merupakan 
bagian tak terpisahkan dari usaha yang dijalankan, dan ketentuan-ketentuan 
Pasal 11 tidak berlaku dalam kaitannya dengan bunga tersebut. 

7. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 berlaku pula terhadap laba yang dlperoleh 
dari penyertaan dalam suatu gabungan perusahaan, suatu usaha bersama, 
atau dalam suatu perwakilan untuk operasi internasional. 
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Pasal9 
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA 

1. Apabila 

(a)suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak baik secara langsung maupun 
tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal 
suatu perusahaan di Negara Pihak lainnya, atau 

(b)orang-orang yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut 
serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari 
Negara Pihak dan suatu perusahaan darl Negara Plhak lainnya, 

dan dalam kedua kasus manapun, kondisi-kondisi yang berlaku dalam 
hubungan dagang atau hubungan keuangan antara kedua perusahaan 
dimaksud berbeda dengan kondisi-kondisi yang lazimnya berlaku antara 
perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka setiap 
laba yang seharusnya diperoleh salah satu perusahaan, tetapi dikarenakan 
kondisi-kondisi tersebut menjadi tidak ada, dapat ditambahkan pada laba 
perusahaan itu dan dikenakan pajak. 

2. Apabila suatu Negara Pihak melakukan pembetulan atas laba suatu 
perusahaan di Negara itu - dan dikenakan pajak - dan bagian yang dibetulkan 
itu adalah juga merupakan laba perusahaan yang telah dikenakan pajak di 
Negara Pihak lainnya dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya 
diperoleh perusahaan di Negara yang disebutkan pertama apabila kondisi­
kondisi yang dibuat oleh kedua perusahaan tersebut sama dengan kondisi­
kondisi yang dibuat oleh pihak-pihak yang mempunyai kedudukan bebas, maka 
Negara Pihak lainnya akan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas jumlah 
laba tersebut. terhadap jumlah pajak yang telah dikenakan terhadap laba 
tersebut. Dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian itu, diharuskan untuk 
memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan lni dan apabila 
dinggap perlu pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara sallng 
berkonsultasi. 

3. Ketentuan pada ayat 2 tidak berlaku apabila proses hukum peradilan, 
administralif atau lainnya telah menghasilkan keputusan akhir bahwa dengan 
tindakan menimbulkan penyesuaian laba berdasarkan ayat 1, salah satu 
perusahaan bersangkutan dikenakan denda sehubungan dengan penipuan, 
kelalaian atau kesalahan yang disengaja. 
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Pasal 10 
DI VI DEN 

1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang merupakan penduduk 
suatu Negara Pihak kepada pendudul< Negara Pihak lainnya dapat dikenakan 
pajak di Negara lain tersebut. 

2. Namun demlklan, dividen tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak 
di mana perseroan yang membayarkan dividen tersebut menjadi penduduk dan 
sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut. akan tetapi apabila 
penerima manfaat yang menikmati dlviden adalah penduduk Negara Pihak 
lafnnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) 
dari jumlah brute dividen. 

Ayat ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak terhadap perseroan itu 
alas laba dari mana dividen dibayarkan. 

3. lstilah "dividen" sebagaimana digunakan dalam pasal ini berarti penghasilan 
darl saham-saham atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat 
piutang, yang berhak alas pembagian lab<1, demikian pula penghasilan dari 
hak-hak perseroan lainnya yang diperlakukan sama dalam pengenaan 
pajaknya sebagai penghasilan dari saham-saham oleh perundang-undangan 
Negara Pihak di mana perusahaan yang rr.embagikan dividen tersehut 
berkedudukan. 

4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berl<iku apabila pemilik saham yang 
menikmati dividen yang berkedudukan disuatu Negara Pihak, menjalankan 
usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya di mana 
perseroan yang membayarkan dividen tersebut berkedudukan, atau 
menjalankan pekerjaan bebas di Negara Pihak lainnya melalui suatu tempat 
tetap yang berada disana. dan pemilikan saham-saham yang menghasilkan 
dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau 
tempal tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada permasalahannya, 
berlaku ketentuan pasal 7 atau pasal 14. 

5. Apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara Pihak 
memperoleh laba atau penghasilan dari Negara Pihak lainnya, Negara Pihak 
lainnya tersebut tidak boleh mengenakan pajak apapun juga atas dividen yang 
dibayarkan oleh perseroan itu, kecuali apabila dividen itu dibayarkan kepada 
penduduk Negara Pihak lainnya tersebut atau apabila penguasaan saham­
saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif 
dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang berada di Negara Pihak 
lainnya tersebut, ataupun mengenakan pajak alas laba perseroan yang tidal< 
dibagikan meskipun dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan 
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tersebut seluruhnya atau sebagian berasal dari laba atau penghasilan yang 
diperoleh di Negara Pihak lainnya tersebut. 

Pasal 11 
BU NGA 

1. Sunga yang berasal dari suatu Negara Pihak dan dibayarkan kepada 
penduduk Negara Pihak lainnya dapat dikeriakan pajak di Negara Pihak 
lalnnya tersebut. 

2. Namun demikian. bunga tersebut juga dapat dikenakan di Negara Plhak di 
mana bunga tersebut berasal sesuai dengan perundang-undangan di Negara 
tersebut, namun jika pemilik yang menikmati rnanfaat dari bunga tersebut 
merupakan penduduk di Negara Pihak lainnya, pajak yang dikenakan tidak 
boleh rnelebihi 10% (sepuluh persen} dari jumlah bruto bunga tersebut. 

3. Menyirnpang dari ketentuan ayat 2, bunga yang berasal dari Negara Pihak 
akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara tersebut, sepanjang bunga 
itu diterirna dan dinikmati oleh: 

(a) Pernerintah, bagian dari ketatanegaraan atau pemerintah daerah dari 
Negara Pihak lainnya; atau 

(b} (i} dalarn hal Republik Indonesia: 

(1) Bank Indonesia; 

(2) Pusat lnvestasi Pemerintah; dan 

(3) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 

(ii) dalam hal India: 

(1) Reserve Bank of India; 

(2) Bank Export-Import lnd:a; dan 

(3) National Housing bank; atau 

(c) badan pemerintah atau lembaga lain yan9 sepenuhnya dimiliki oleh 
Pemerintah Negara Pihak, yang disetujui dari waktu ke waktu antara 
pejabat yang berwenang dari Negara Pihak: 

4. lstilah "bunga" yang digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua 
jenis tagihan utang, balk y;:ing dijamin dengan hipotik maupun yang tidak dan 
baik yang mempunyai hak alas pembagian laba si debitur maupun yang Ilda!<, 
dan khususnya, penghasilan dari surat-surat perbendaharaan negara dan 
penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat-surat utang, termasuk premi 
dan hadiah yang terikat pada surat-sura! berharga, obligasi atau surat-surat 

13 



hutang tersebul. Denda atas pembayaran yang ter1ambat tidak dianggap 
sebagai bunga menurul pasal ini. 

5. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tldak akan berlaku apablla pemberi pinjaman 
yang menikmati bunga berkedudukan di suatu Negara Pihak, melakukan 
kegiatan usaha di Negara Pihak lainnya di mana bunga tersebul berasal 
melalul suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan 
pekerjaan bebas di Negara Pihak lainnya tersebut, da11 tagihan utang yang 
menghasilkan bunga itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk 
usaha tetap atau ternpal tetap itu. Dalarn hal demikian, tergantung pada 
masalahnya, ber1aku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14. 

6 Bunga dianggap berasal dari suatu Negara Pihak apabila yang membayar 
bunga adalah penduduk Negara Pihak rtu. Namun demikian, apabila orang 
yang mernbayar bunga itu, tanpa memandang apakah ia penduduk salah satu 
Negara Pihak atau tidak, mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat tetap di 
suatu Negara Pihak di mana bunga dibayarkan. dan bunga itu menjadi beban 
bentuk usaha tetap atau ternpat tetap tersebut, rnaka bunga ltu akan dianggap 
berasal dari Negara Pihak di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu 
berada. 

7. Jika karena adanya hubungan istirnewa antara pernbayar bunga dengan 
pemilik yang menikmati bunga atau antara keduanya dengan orang lain, 
dengan memperhatikan besarnya tagihan uta'lg yang rnenghasilkan bunga itu, 
jumlah bunga yang dibayarkan melebihi jumlah yang seharusnya disetujui 
antara pernbayar dan pemilik yang menikmati bunga seandainya hubungan 
istimewa itu tidak ada, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini hanya akan berlaku 
lerhadap jumlah bunga yang disebutkan terakhir. Dalam hal demikian, jumlah 
kelebihan pembayaran tersebul akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan 
perundang-undangan masing-masing Negara, dengan memperhatikan 
ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini. 

Pasal12 
ROYAL Tl DAN UPAH JASA TEKNIK 

1. Royalli dan upah jasa teknik yang herasal dari suatu Negara Pihak dan 
dibayarkan kepada penduduk Negara Pihak lainnya dapat dikenakan pajak di 
Negara Pihak lainnya tersebut. 

2. Namun demikian, royalli dan upah jasa teknik tersebut dapat juga dikenakan 
pajak di Negara Pihak di mana royalti itu berasal, dan sesuai dengan 
perundang-undangan Negara tersebut, narnun apabila penerima manfaat 
royalti atau upah jasa teknik tersebut adalah penduduk Negara Pihak lainnya, 
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maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari 
jumlah bruto dari royalti atau upah jasa teknlk. 

3. (a) lstilah "royalti" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti 
pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima sebagai balas jasa 
karena penggunaan atau hak untuk menggunakan, hak cipta 
kesusasteraan. karya seni atau karya ilmlah, termasuk film-film 
sinematografi, atau film-film atau pita-pita yang digunakan untuk slaran 
radio atau televisi, paten, merek dagang, pola atau model. rencana, rumus 
atau cara pengolahan yang dlrahasiakan, atau untuk penggunaan. atau 
tiak untuk menggunakan, perlengkapan lndustri, perniagaan atau ilmu 
pengetahuan, atau informasl yang menyangkul pengalaman dibidang 
industri, perniagaan atau ilmu pengetahuan. 

(b) lstilah " upah jasa teknik" sebagaimanri digunakan dalam Pasal ini berarti 
pembayaran dalam bentuk apapun, selain yang disebulkan pada Pasal 14 
dan 15 Persetujuan ini, yang diterima sebagai balas jasa karima 
pengelolaan atau teknik atau jasa konsultasi, termasuk ketentuan jasa 
teknik atau personil lainnya. 

4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila penerima manfaat 
royalti atau upah jasa teknik, merupakan penduduk suatu Negara Pihak yang 
menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya di mana royalti atau upah jasa 
teknlk itu berasal, melalui suatu bentuk tetap yang berada disana, atau 
melakukan suatu pekerjaan bebas di Negara Pihak Jainnya it'..l melalui suatu 
tempat tetap yang berada disana, dan hak atau milik sehubungan dengan 
royalti atau upah jasa teknik yang dibayarkan dan memiliki hubungan yang 
efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu. Dalam hal demikian, 
tergantung pada masalahnya berlaku ketentua:i pasal 7 atau pasal 14. 

5. (a) Royalti dan upah jasa teknik dianggap berasal dari Negara Pihak , apabil:.i 
pembayar royaiti itu adalah Negara Pihak itu sendiri, bagian d:.irl 
ketatanegaraan, pemerintah daerah, atau penduduk dari Negara Pihak 
tersebut. Namun demikian, apabila orang yang mP.mbayarkan royalti dan 
upah jasa teknik itu, tanpa memandang apakah ia penduduk salah satu 
Negara Pihak atau lidak, memlliki suatu bentuk usaha tetap atau tempat 
tetap disuatu Negara Pihak dalam hubungan mam1 kewajiban untuk 
membayar royalti dan upah jasa teknik itu terjadi, dan royalti atau upa'1 
jasa teknik tersebut menjadi beban bsntuk usaha tetap atau tempat tetap 
tersebut, maka royalti atau upah jasa teknik tersebut akan dianggap 
berasal dari Negara di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu 
berada. 
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(b) Jika menurut huruf (a) royalli dan upah jasa teknlk tidak berasal dari salah 
satu Negara Pihak , dan royalti terkait dengan penggunaan, atau hak untuk 
menggunakan, hak atau milik, atau upah jasa teknik terkait jasa yang 
dilakukan, di salah satu Negara Pihak, maka royalti dan upah jasa teknik 
tersebut dianggap berasal dari Negara Pihak itu. 

6. Jika karena adanya hubungan istimewa antara pembayar royalti dengan 
penerima manfaat atau antara kedua-duanya dengan orang, jumlah royatti dan 
upah jasa teknik yang dibayarkan, dengan memperhatikan pemakaian, hak 
atau keterangan untuk mana royalti itu dibayar melebihi jumlah yang 
seharusnya disepakati oleh pembayar dengan penerlma manfaat, seandainya 
hubungan istimewa tersebut tidak ada, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasat 
ini hanya berlaku alas jumlah royalti yang disebut kemudian. Dalam hal 
demlkian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dlkenakan pajak 
sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara Pihak, dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan ini. 

Pasal 13 
KEUNTUNGAN DARI PENGALIHAN HART A 

1. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak dari 
pemindahtanganan harta tak gerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 
terletak di Negara Pihak lainnya, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya 
tersebut. 

2. Keuntungan dari pemindahtanganan harta gerak yang merupakan bagian 
kekayaan suatu bentuk usaha tetap yang dimilil~i oleh perusahaan dari Negara 
Pihak di Negara Pihak lainnya atau dari harta bP-rg~rak yang merupakan bagian 
dari suatu tempat tetap yang tersedia bagi penduduk suatu Negara Pihak di 
Negara Pihak lainnya untuk maksud melakukan pekerjaan bebas, termasuk 
keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap itu (terpisah atau 
beserta keseluruhan perusahaan) atau tempat tetap, dapat dikenakan pajak di 
Negara lalnnya tersebut. 

3. Keuntungan yang diperoteh perusahaan suatu Negara Pihak dari 
pemindahtanganan kapal laut atau pesawat udara yang beroperasi di jalur lalu 
lintas internasional atau harta bergerak yang menjadi bagian dari operasi kapal 
laut atau pesawat udara hanya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak tersebut 
di mana tempat kedudukan manajemen yang efektif dari perusahaan tersebut 
berada. 

4. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak dari 
pemindahtanganan atas saham-saham perseroan yang lebih darr 50 persen 
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dari nilai kekayaannya secara langsung atau l idak langsung berasal dari harta 
tak gerak yang berada di Negara Pihak lainnya dapal dikenakan pajak di 
Negara Pihak lainnya tersebut. 

5. Keuntungan dari pemindahtanganan saham selaln yang disebutkan dalam ayat 
4 di sebuah perseroan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak dapat 
dikenakan pajak di Negara tersebut. 

6. Keuntungan dari pemindahtanganan harta selain dari yang telah disebutkan 
pada ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak di 
mana yang melakukan pemlndahtanganan berkedudukan. 

Pasal 14 
PEKERJAAN BEBAS 

1. Penghasilan yang diperoleh lndividu yang merupakan penduduk dari suatu 
Negara Pihak sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dflakukan atau 
kegiatan-kegiatan lainnya yang serupa, hanya akan dikenakan pajak di Negara 
tersebut kecuali dalam hal tersebut dibawah ini, di mana penghasllan itu dapat 
juga dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya : 

(a) apabila ia mempunyai suatu tempat tetap yang tersedla secara teratur 
baginya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di Negara Pihak lainnya itu; 
dalam hal demikian, penghasilan yang dikenakan pajak di Negara Pihak 
lainnya ltu hanyalah atas bagian penghasilan yang dianggap berasal dari 
tempat tetap tersebut; atau 

(b) apabila la tinggal di Negara Pihak lainnya dalam satu masa atau masa­
masa yang jumlahnya melebihl 91 hari dalam masa dua belas bulan; dalam 
hal demikian, hanya atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan di Negara Pihak lainnya itu yang dapat dikenakan pajak di 
Negara lainnya tersebut. 

2. lstilah "jasa-jasa profesional" meliputi pei<erjaan bebas dibidang ilmu 
pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, kegiatan pendldikan maupun 
pengajaran, demikian juga pekerjaan-pekerjaan bebas oleh para dokter, ahli 
hukum, ahli tehnik, arsitek, dokter spesialis bedah, dokter gigi dan akuntan. 

Pasal15 
PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA 

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 16, 18, 19 dan 20, gajl, 
upah dan imbalan lainnya yang serupa yang diperofeh penduduk suatu Negara 
Pihak terkait pekerjaan dalam hubungan kerja, hanya akan dikenakan pajak di 
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Negara itu. kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Negara Pihak lainnya . 
Dalam hat demikian, maka imbalan yang diterima dari pekerjaan dlmaksud 
dapat dlkenakan pajak di Negara Pihak lainnya itu. 

2. Menyimpang dari ketentuan ayat 1, imbalan yang diterima atau diperoleh 
penduduk darl suatu Negara Pil1ak dari pekerjaan yang dilakul<an di Negara 
Pihak lainnya , hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama, 
apabila; 

(a) penerima imbalan berada di Negara Pihak lainnya itu dalam suatu masa 
atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam masa dua 
beias bulan yang dimuiai atau berakhir di periode pajak yang terkait: dan 

(b) lmbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan 
merupakan penduduk Negara Pihak lainnya tersebut; dan 

(c) imbalan itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap 
yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara Plhak lainnya tersebut. 

3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, imbalan 
yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di alas kapal 
laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional, 
dapat dikenakan pajak di Negara Pihak di mana tempat manajemen yang 
efektif dari perusahaan tersebut berada. 

Pasal16 
IMBALAN DIREKTUR 

lmbalan-imbalan para direktur dan pemb:iyaran-pembayaran serupa yang 
dlperoleh penduduk Negara Pil1ak datam kedudukannya sebagai anggota dewan 
komisaris maupun jabatan yang serupa dari perusahaan yang berkedudukan di 
suatu Negara Pihak lalnnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya 
terse but. 

Pasal17 
ARTIS DAN ATLIT 

1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 14 dan 15, penghasilan 
yang diperoleh penctuduk suatu Negara Pihak sebagai artis, seperti artis 
teater, film, radio atau televisi, atau pemain musik, atau sebagai aUit, dari 
kegiatan-kegiatan pribadinya yang dilakukan di Negara Pihak lalnnya, dapat 
dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut. 

18 



2. Apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pribadi yang 
dilakukan oleh artis atau atlil dalam kapasitasnya tersebul diterima bukan oleh 
artis atau atlit itu sendlri tetapl oleh orang lain, Menyimpang dari ketentuan­
ketentuan pada Pasal-pasal 7, 14, dan 15, maka penghasilan tersebut dapat 
dikenak.an pajak di Negara Pihak di mana kegiatan-kegiatan artis atau atlit itu 
dilakukan. 

3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 tidak diterapkan terhadap penghasilan 
dari kegiatan-kegiatan yang dljalankan oleh artis atau atl il di Negara Plhak jika 
kunjungan ke Negara Pihak lersebut didukung dana pemerintah salah satu 
atau kedua Negara Pihak atau pemerintah daerahnya atau lembaga 
pemerintahannya. Dalam hal demikian. penghasilan tersebut hanya akan 
dikenakan pajak di Negara Pihak di mana pekerj::i seni atau atlet tersebut 
merupakan penduduk. 

Pasal18 
PENSIUN DAN TU NJ AN GAN HARi TUA/PEMBA YARAN BERKALA 

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 19 ayat 2, pensiun dan tunjangan 
serupa lainnya yang dibayarkan sebagai balas jasa atas pekerjaan terdahulu 
sebagai karyawan dan tunjangan hari tua yang dibayarkan kepada penduduk 
suatu Negara Pihak, hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak tersebut. 

2. lstilah "tunjangan hari tua" berarti suatu jumlah tertentu yang dibayarkan secara 
berkala dalam waktu tertentu selama hidup atau selama suatu masa atau 
jangka waktu tertentu, berdasarkan suatu kewajiban untuk melakukan 
pembayaran sebagai penggantian balas jasa yang memadai dan penuh dalam 
bentuk uang atau yang dapal dinllal dengan uang. 

Pasal19 
JASA KEPEMERINT AHAN 

1. (a) Gaji, upah dan imbalan serupa lainnya, selain pensiun, yang dibayarkan 
oleh Negara Pihak, atau bagian ketatanegaraannya. alau pemerintah 
daerahnya kepada individu sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan 
kepada Negara tersebul atau bagian ketalanegaraannya alau otoritasnya 
hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut; 

(b) Namun demikian, gaji, upah dan imbalan serupa lainnya lersebut hanya 
akan dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya jika jasa-jasa tersebut 
diberikan di Negara Pihak lainnya tersebut dan individu yang memberikan 
jasa tersebul adalah penduduk Negara Pihak lainnya itu yang: 
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(i) merupakan warganegara dari Negara itu, atau 

(ii) t idak menjadi penduduk Negara itu semata-mata hanya untuk maksud 
memberikan jasa-jasa tersebut. 

2. (a) Pensiun yang dibayarkan oleh, atau dari dana yang dibentuk oleh suatu 
Negara Pihak atau bagian ketatanegaraannya atau pell"erintah daerahnya 
kepada individu sehubungan dengan ]asa-jasa yang diberikannya kepada 
Negara tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut 

(b) Namun demikian, pensiun tersebut hanya dapat dikenakan pajak di Negara 
Pihak lainnya jika individu tersebut adalah penduduk dan warganegara dari 
Negara Pihak lainnya tersebul. 

3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15, 16, 17 dan 18 berlaku atas gaji, upah, 
dan lmbalan serupa lalnnya, dan pensiun sehubungan dengan jasa-jasa yang 
diberikan yang terkait dengan usaha yang dijalankan oleh Negara Plhak atau 
bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya. 

Pasal 20 
DOSEN, GURU DAN PENELITI 

1. Dosen, guru atau peneliti yang menjadi penduduk atau pernah menjadi 
penduduk salah satu Negara Pihak sebelum melakukan kunjungan ke Negara 
Pihak lainnya untuk mengajar atau melakukan penelitian, atau kedua-duanya, 
pada universitas, akademl, sekolah, musium, atau lembaga pendidikan yang di 
akui lainnya di Negara Pihak lain itu, al<an dibebaskan dari pengenaan pajak di 
Negara Pihak lainnya itu atas setlap balas jasa yang diperoleh dari mengajar 
atau dari penelitian untuk masa yang tidak melebihi dua tahun sejak tanggal 
kedatangannya di Negara Pihak lain tersebut. 

2. Pasal inl tidak berlaku atas penghasilan yang diperoleh dari penelitian apabila 
penelitian tersebut dilakukan terutama untuk kepentingan seseorang atau 
orang-orang tertentu. 

3. Untuk kepentingan Pasal ini, seseorang dianggap sebagai penduduk suatu 
Negara Pihak apabila la menjadi penduduk Negara Pihak itu dalam tahun 
diperolehnya penghasilan di mana ia melakukan kunjungan ke Negara Pihak 
lainnya atau dalam tahun sebelumnya dari tahun perolehan penghasilan. 

4. Untuk kepentingan ayat 1, istilah "lembaga pendidikan yang diakui" berarti 
suatu lembaga yang telah disahkan oleh pejabat berwenang di Negara Pihak 
yang bersangkutan. 
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Pasal21 
SISWA DAN PEMAGANG 

1. Pembayaran-pembayaran yang diterima oleh siswa atau pemagang yang 
sebelum melakukan kunjungan ke Negara Plhak merupakan penduduk dari 
Negara Pihak lainnya dan yang berada di Negara yang dlsebutkan pertama 
bertujuan semata-mata untuk menglkutl pendidikan atau magang, yang diterima 
semata-mata untuk keperluan hidup, pendidik<:n. atau magang tidak akan 
dikenakan pajak di Negara yang disebutkan pertama tersebut, sepanjang 
pembayaran-pembayaran tersebut timbul dari sumber di luar Negara tersebut. 

2 Manfaat dari Pasal ini hanya akan diberikan untuk suatu jangka waktu yang 
wajar atau menurut kebiasaan diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan atau 
latlhan tersebut, telapi setiap individu dalam keadaan apapun tidak akan 
memperoleh manfaat darl Pasal lni: 

(I} dalam hal siswa: untuk rnasa yang melebihi 5 tahun berturut turut sejak 
tanggal kedatangannya untuk tujuan pendidikannya di Negara Pihak 
tersebut; 

(ii} dalam hal pemagang: untuk masa yang melebihi 2 tahun berturut turut sejak 
tanggal kedatangannya untuk tujuan pemagangannya di Negara Pihak 
tersebut: 

Pasal22 
PENGHASILAN LAINNYA 

1. Jenis-jenis penghasilan yang dlperoleh penduduk Negara Pihak, dari manapun 
asalnya yang tidak disebul di Pasal-pasal terdahulu dalam Persetujuan ini 
hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak ters'3but. 

2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 lldak akan berlak1.1 lerhadap penghasilan, selain 
penghasilan dari pemindahtanganan harta tak gora!< sebagaimana disebutkan 
dalam pasal 6 ayat 2, apabila penerima pengh<1silan adalah penduduk suatu 
Negara Pihak . yang menjalankan usahanya di Negara Pihak lalnnya melalui 
suatu bentuk usaha tetap yang berada disana, atau melakukan pekerjaan 
bebas di Negara Pihak lainnya itu melalui suatu tempat tetap yang berada 
disana, dan hak atau harta sehubungan dengan penghasllan itu dibayarkan, 
mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu. 
Dalam hal demikian, tergantung pada m2s3latinya, berlaku ketentuan­
ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14. 

3. Menyimpang dari ketentuan-kelentuan ay3t 1 dan 2, bagian-bagian 
penghasilan penduduk suatu Negara Pihak yang tidak disebut di Pasal-pasal 
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sebelumnya dalam Persetujuan ini dan berasat dari Negara Pihak lalnnya, 
dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya lersebut 

BABIV 
METODE-METODE UNTUK ELIMINASI PAJAK BERGANDA 

Pasal23 
METODE-METODE UNTUK ELIMINASI PAJAK BERGANDA 

1. Apab1la penduduk suatu Negara P1hak memperoleh penghasilan yang. sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan dalam Perselujuan 1ni. dapat dlkenakan pajak di 
Negara Plhak la1nnya. Negara yang disebutkan pertama akan memperbolehkan 
pengurangan dalam jumlah yang sepadan dengan pajak penghasilan yang 
dibayarkan di Negara Pihak lainnya dari pajak atas penghasilan penduduk 
tersebut di Negara yang disebutkan pertama. Namun demikian, pengurangan 
tersebut tidak diperkenankan melebihi jumtah pajak penghasilan yang 
diperhitungkan sebelum diberikannya pengurangan yang terkait tersebut sesuai 
dengan keadaannya, terhadap penghasilan yang dapat dikenakan pajak di 
Negara Pihak lainnya. 

2 Sesuai dengan ketenluan dalam Persetujuan ini, apabila penghasilan yang 
diperoleh penduduk suatu Negara Plhak dibebaskan dari pajak d1 Negara 
tersebut, dalam menghllung jumlah pajak alas sisa penghasilan dari penduduk 
tersebut, Negara tersebut diperbolehkan memperhitungkan penghasllan yang 
dibebaskan. 

BABV 
KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS 

Pasal24 
PEMBATASAN MANFAAT 

1. Ketenl\1an-ketentllan dalam Persetujuan inl d1iakukan tldak untuk mencegah 
suatu Negara Pihak dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Perundang­
undangan nas1onalnya dan tindakan untuk mencegah pengh1ndaran pajak 
maupun pengelakan pajak, baik yang digambarkan secara jelas maupun tidak. 

2. Penduduk suatu Negara Pihak tidak berhak atas manfaat-manfaat dari 
persetujuan inl jika penerapan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini 
dllakukan untuk kepentlngan yang telah diatur sedemikian rupa sehingga 
seolah-olah merupakan tujuan utama atau salah satu tujuan utarnanya 
adalah untuk mendapatkan manfaat dari Persetujuan ini. 
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3. Dalam hal badan hukum tidak memlliki aktivitas usaha yang dapat dipercaya 
kebenarannya, dianggap tercakup oleh ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini. 

Pasal 25 
NON-DISKRIMINASI 

1. Warganegara dari suatu Negara Pihak tidak akan dikenakan pajak atau 
kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak di Negara Pihak 
lainnya yang berlalnan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan 
kewajiban-kewajiban terkait, yang dikenakan atau dapat dlkenakan terhadap 
warganegara dari Negara Pihak lalnnya dalam keadaan yang sama. khususnya 
yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Menyimpang dari ketentuan Pasal 1, 
juga berlaku juga bag1 orang yang bukan penduduk salah satu atau kedua 
Negara Plhak. 

2. Pengenaan Pajak alas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan 
dari Negara Pihak di Negara Pihak lainnya, tidak dapat dllakukan dengan cara 
yang kurang menguntungkan dlbandlngkan dengan pengenaan pajak atas 
perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegia tan-keglatan yang sama di 
Negara Pihak lainnya itu. Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai 
mewajibkan suatu Negara Pihak untuk memberikan kepada penduduk Negara 
Pihak lainnya suatu potongan pribadi, keringanan-keringanan dan 
pengurangan-pengurangan untuk kepentingan pengenaan pajak berdasarkan 
status sipil atau tanggung jawab keluarga seperti yang diberikan kepada 
penduduknya sendiri. 

3. Perusahaan dari suatu Negara Plhak, yang modalnya sebagian atau 
seluruhnya dimlliki atau dikuasal balk langsung maupun tidak langsung oleh 
satu atau lebih penduduk dari Negara Pihak lainnya, tidak akan dikenakan 
pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak tersebut 
di Negara yang disebutkan pertama yang berlainan atau lebih memberatkan 
dibandingkan dengan pengenaan pajak dan kawajiban-kewajiban terkait yang 
dikenakan atau dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya 
yang serupa di Negara yang dlsebutkan pertama. 

4. Kecuali apablla ketentuan-ketentuan Pasal 9 ayat 1, Pasal 11 ayat 7. atau 
Pasal 12 ayat 6 berlaku, bunga, royalti, dan pengeluaran-pengeluaran yang 
dibayarkan oleh perusahaan dari Negara Pihak kepada penduduk Negara 
Pihak lainnya . untuk tujuan menentukan laba yang dapat dikenakan pajak alas 
perusahaan tersebut, akan dapat dikurangkan berdasarkan kondisi yang sama 
apabila pembayaran tersebut dibayarkan klilpada penduduk Negara yang 
disebutkan pertama. 
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5. Yang dimaksud dengan istilah "perpajakan" dalam Pasal inl adalah pajak-pajak 
sebagalmana dlmaksud dalam Persetujuan ini. 

Pasal 26 
TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA 

1. Apabila seseorang menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau 
kedua Negara Pihak mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan 
pajak yang lidak sesuai dengan Persetujuan ini, maka terlepas dari cara-cara 
penyelesalan yang diatur oleh perundang- undangan nasional dari masing 
masing Negara, ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang 
berwenang di Negara Pihak di mana la menjadi penduduk Negara itu atau, jika 
masalah yang timbul terkait dengan Pasal 25 ayat 1, kepada Negara Pihak di 
mana ia menjadi warganegara. Masalah tersebut harus diajukan dalam waktu 
tiga lahun sejak tanggal diterimanya pemberitahuan mengenai tindakan yang 
menimbulkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini. 

2. Apabila keberatan yang diajukan itu cukup beralasan dan apabila alas masalah 
tersebut tidak dapat menemukan suatu penyelesaian yang memuaskan, 
pejabat yang berwenang harus menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan 
bersama dengan pejabat yang berwenang dari Negara Pihak lainnya , dengan 
maksud untuk menghindari pengenaan pajak yang tidak sesuai rJengan 
Perselujuan ini. Setiap Persetujuan yang telah disepakati akan diterapkan, 
terlepas dari batas waktu yang ada dalam perundang-undangan nasional 
dikedua Negara Pihak. 

3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak akan berusaha 
untuk menyelesalkan setiap kesulilan atau keragu-raguan yang timbul dalam 
penafsiran atau penerapan Persetujuan ini melalui suatu Persetujuan bersama. 
Mereka dapat juga berkonsultasi salu sama lain untuk mencegah pengenaan 
pajak berganda dalam hal-hal yang lidak diatur dalam Persetujuan ini. 

4. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak dapat berhubungal" 
langsung satu sama lain untuk mencapai Persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat-ayat sebelumnya. Para pejabat yang berwenang, melalui konsultasi, 
akan mengembangkan prosedur-prosedur bilateral, kondisl-kondisl, metode­
m-:!tode dan teknik-teknik yang untuk melaksanakan prosedur persetujuan 
bersama yang disedlakan dalam Pasal lni. 
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Pasal27 
PERTUKARAN INFORMASI 

1. Para Pejabat yang berwenang darl Negara Pihak akan melakukan pertukaran 
informasi (termasuk dokumen-dokumen dan ~alincm resmi dokumen-dokumen) 
yang dipandang relevan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam 
Persetujuan ini atau untuk melaksanakan administrasr atau penegakan hukum 
dalam perundang-undangan domestik Negara Pihak. atau bagian 
ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya tersebut yang berkaitan dengan 
pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini, sepanjang pengenaan pajak 
tersebut lidak bertentangan dengan Persetujuan ini. Pertukaran informasi ini 
tidak dibatasi dengan Pasal 1 dan pasal 2. 

2. Setiap informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh 
Negara Pihak harus dijaga kerahasiaannya dengan cara yang sama seperti 
apabila informasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan domestik 
Negara tersebul dan hanya boleh diungkapkan kepada orang-orang atau pihak­
pihak berwenang (termasuk pengadilan dan badan-badan admlnistratif) yang 
berkepentingan dalam penetapan atau penagihan, penegakan hukum atau 
penuntutan, atau dalam memutuskan keberatan yang terkail dengan pajak­
pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, atau pengawasan tersebut di alas. 
Orang-orang alau pihak-pihak berwenang tersebut hanya boleh menggunakan 
informasi lersebul untuk tujuan-tujuan tersebut di alas. Mereka boleh 
mengungkapkan informasi tersebut dalam proses pengadilan atau dalam 
pembuatan keputusan pengadilan. 

3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan ayat 2 lidak dimaksudkan untuk 
ditafsirkan untuk membebani Negara Pihak kewajiban: 

(a) melaksanakan tindakan-tindakan adminlstratif yang bertentangan dengan 
perundang-undangan atau praktek administrasi yang berlaku di Negara 
lersebut atau di Negara Plhak lainnya: 

(b) memberikan informasl (termasuk dokumen-dokumen dan salinan resmi 
dokumen-dokumen) yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang­
undangan atau dalam praktek administrasi yang lazim di Negara tersebut 
atau di Negara Pihak lainnya: 

(c) memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia apapun dibidang 
perdagangan, usaha, lnduslri, perni:igaan atau keahlian atau tata cara 
perdagangan atau informasi lalnnya yang pengungkapannya bertentangan 
dengan kebijakan publik (ketertiban umum). 
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4. Apabila informasi yang diminta oleh Negara Pihak memenuhi ketentuan­
ketentuan yang diatur dalam Pasal ini. Negara Pihak lainnya harus 
menggunakan tindakan-tindakan pengumpulan informasl untuk memperoleh 
lnfomiasi yang diminta tersebut. meskipun Negara Pihak lainnya tersebut tidak 
memerlukan informasi dimaksud untuk tujuan perpajakannya sendiri. 
Kewajiban yang terkandung dalam kalimat sebelum inl harus memperhatikan 
pembatasan dalam ayat 3 namun sama sekali tidak akan ditafsirkan untuk 
memperbolehkan Negara Pihak untuk menolak memberikan informasi semata­
mata Karena Negara Pihak tersebut tidak memiliki kepentingan domestik atas 
infomiasi yang diminta tersebut. 

5. Terhadap kondisi apapun ketentuan-ketentuan pada ayat 3 sama sekali tldak 
dapat ditafsirkan memperbolehkan Negara Pihak untuk menolak memberikan 
infomiasi karena infomiasi yang diminta tersebut dimilikl oleh bank. lembaga 
keuangan lainnya, nominee atau orang yang bertindak sebagal agen atau 
kapasitas fidusier atau karena infomiasi yang diminta tersebut berkaitan 
dengan kepentingan kepemilikan di suatu badan. 

Pasal28 
BANTUAN PENAGIHAN 

1. Para Negara Pihak harus memberikan bantuan satu sama lain dalam 
melakukan penagihan pajak. Bantuan ini tidak dibatasi oleh Pasal 1 dan 2. 
Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara Pihak , melalui persetujuan 
bersama dapat menentukan metode penerapan Pasal ini. 

2. lstilah "tagihan pajak" seperti yang digunakan dalam Pasal lni berarti sejumlah 
utang atas seluruh jenls dan deskripsl pajak yang dikenakan atas nama Negara 
Pihak, atau bagian-baglan ketatanegaraan atau pemerintah-pemerintah 
daerahnya, sepanjang pamajakan yang dillakukan tidak bertentangan dengan 
Persetu]uan ini atau Jnstrumen lainnya di mana Negara Pihak menjadi pihak, 
termasuk bunga, denda administrasi dan biaya penagihan atau pemeliharaan 
yang terkait dengan dengan jumlah utang. 

3 Apabila tagihan pajak suatu Negara Pihak dapat dilaksanakan berdasarkan 
hukum Negara Pihak tersebut dan terutang oleh orang pada saat itu, 
berdasarkan hukum Negara Pihak tersebul, tidak dapat menghindar dari 
penagihan tersebut. maka tagihan pajak, beidasarl<an pemiintaan oleh pejabat 
berwenang dari Negara Pihak itu, harus diterima untuk dilakukan penagihan 
oleh pejabat berwenang dari Negara Pihak lainnya. Penagihan pajak tersebut 
harus dilakukan oleh Negara Pihak lainnya tersebul sesuai dengan ketentuan­
ketentuan yang berlaku di negaranya untuk pelaksanaan dan penagihan pajak 
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seolah-olah tagihan pajak tersebut merupakan tagihan pajak Negara Pihak 
lainnya tersebut. 

4. Apabila suatu tagihan pajak suatu Negara Pihak adalah tagihan yang mana 
Negara Pihak tersebut, berdasarkan ketentuan perundang-undangannya, dapat 
mengambll tindakan perllndungan dengan maksud untuk memastikan 
penagihannya, tagihan pajak tersebut, atas permintaan pejabat berwenang dari 
Negara Pihak tersebut. harus dlterlma untuk tujuan mengambll tlndakan 
perlindungan oleh pejabat berwenang dari Negara Plhak lainnya. Negara Pihak 
lainnya tersebut harus mengambil lindakan perlindungan sehubungan dengan 
tagihan pajak tersebut sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku seolah-olah lagihan pajak tersebut merupakan tagihan pajak Negara 
Pihak lainnya tersebut bahkan jika, pada saat tindakan tersebut dilakukan, 
tagihan pajak tidak dapat dilaksanakan di Negara Pihak yang disebutkan 
pertama atau terutang oleh orang yang memiliki hak untuk menghindari diri dari 
penagihan pajak tersebut. 

5. Menylmpang dari ketentuan-ketentuan ayat 3 dan 4, suatu tagihan pajak yang 
dilerima oleh suatu Negara Plhak untuk tujuan ayat 3 atau 4 tidak tunduk pada 
batas waktu atau diberikan prlorltas yang berlaku untuk taglhan pajak 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan Negara Pihak tersebut. Selain itu, 
untuk tujuan ayat 3 dan 4, tagihan pajak yang diterima oleh suatu Negara 
Pihak, tidak memiliki priorilas yang berlaku terhadap tagihan pajak tersebut 
berdasarkan Perundang-undangan Negara Pihak lainnya . 

6. Tuntutan perkara sehubungan dengan keberadaan, keabsahan atau jumlah 
tagihan paja_k suatu Negara Pihak hanya dapat diajukan di pengadilan atau 
badan administrasi Negara Pihak tersebut. Ketentuan dalam Pasal ini tidak 
maksudkan untuk ditafsirkan untuk membuat atau menyediakan hak untuk 
proses tersebut ke pengadllan atau badan administrasi Negara Pihak lainnya . 

7. Apablla, sewaktu-waktu setelah suatu permintaan dibuat oleh Negar;,i Pihak 
berdasarkan ayat 3 atau 4 dan sebelumnya, Negara Pihak lainnya telah 
melakukan penagihan dan penyetoran tagihan pajak lerkait ke Negara Plhak 
yang disebutkan pertama, taglhan pajak bukan lagi: 

(a) dalam hal suatu permintaan berdasarkan ketentuan ayat 3, suatu tagihan 
pajak Negara Pihak yang disebutkan pertama yang dapat dllaksanakan 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan Negara tersebut dan terutang 
oleh seseorang yang pada saat itu berdasarkan ketentuan perundang­
undangan Negara itu lidak dapat menghindar dari penagihan tersebut, atau 

(b) dalam hal suatu permintaan berdasarkan ketentuan ayat 4, suatu tagihan 
pajak Negara Pihak yang disebutkan pertama, yang berdasarkan 
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ketentuan perundang-undangan Negara Pihak tersebut, Negara tersebut 
dapat mengambil tindakan perlindungan dengan maksud untuk 
memastikan penagihan pajak tersebul 

pejabat yang berwenang darl Negara Pihak yang disebutkan pertama harus 
segera memberitahukan pejabat yang berwenang Negara Plhak lainnya 
mengenai fakta tersebut dan. alas pilihan Negara Pihak lainnya, Negara Pihak 
yang disebutkan pertama harus menangguhkan ataupun menarik kembali 
permintaannya. 

8. Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak dimaksudkan untuk membebani Negara 
Pihak kewajiban: 

(a) untuk melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan 
dengan Undang-Undang dan praktik administrasi Negara Plhak itu atau 
Negara Pihak lainnya; 

(b) melaksanakan tindakan-lindakan yang mungkin bertentangan dengan 
kebijakan publik (ketertiban umum); 

(c) untuk memberikan bantuan jika Negara Pihak lainnya tidak melakukan 
tindakan penagihan atau pengamanan yang layak, yang tersedia 
berdasarkan perundang-undangannya; 

(d) untuk memberikan bantuan dalam kasus-kasus di mana beban 
administrasi bagi Negara Pihak tersebul jelas tidak sebanding dengan 
manfaat yang akan diperoleh Negara Pihak lainnya . 

Pasal29 
ANGGOTA MISI OIPLOMATIK DAN KONSULER 

Persetujuan ini tidak akan mempengaruhl hak-hak istimewa di bidang fiskal dari 
anggota misi diplomatik ata1.1 konsuler berdasarkan peraturan-peraturan umum 
hukum internasional atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu 
persetujuan khusus. 

BABVI 
KETENTUAN·KETENTUAN AKHIR 

Pasal30 
BERLAKUNVA PERSETUJUAN 

1. Masing-masing Negara Pihak akan memberilahukan kepada Negara Pihak 
lainnya melalui saluran diplomatik mengenai penyelesaian tatacara yang 
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dipersyaratkan berdasarkan perundang-undangannya untuk memberlakukan 
Persetujuan inl. 

2. Persetujuan 1m mulai berlaku pada tanggal terakhir dilakukannya 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini. 

3. Ketentuan-ketentuan Persetujuan lni akan berlaku efektif sebagai berlkut: 

(a) Di Indonesia: 

(i) sehubungan dengan pajak yang dipotong pada sumbernya: untuk jumlah 
yang dlbayarkan atau dikredltkan pada atau setelah hari pertama bulan 
Januari tahun berikutnya setelah Persetujuan ini diberlakukan; dan 

(il)sehubungan dengan pajak-pajak lainnya: untuk setiap tahun pajak yang 
dimulai pada atau setelah harl pertama bulan Januari tahun berikutnya 
setelah Persetujuan ini diberlakukan. 

(b) Di India, sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh pada tahun pajak, 
yang dlmulal pada atau setelah tanggal 1 April tahun takwim berikutnya 
setelah persetujuan diberlakukan. 

4. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik 
India untuk Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda dan Pencegahan 
Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak alas penghasilan 
yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1987 tidak akan berlaku 
sejak Persetujuan ini berlaku efektif sesuai ketentuan pada ayat 3 Pasal lni. 

Pasal31 
BERAKHIRNYA PERSETUJUAN 

Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai dengan dilakukannya term1nasi oleh 
salah satu Negara Pihak. Masing-masing Negara Plhak dapat mengakhir i atas 
Persetujuan ini, melalui saluran-saluran diplomatik, dengan menyampaikan 
pemberitahuan tertulis tentang pengakhiran tersebut paling lambat enam bulan 
sebelum akhir tahun. dimulai setelah berakhirnya jangka waktu lima tahun sejak 
berlakunya Persetujuan ini. Dalam hal demikian, Persetujuan ini akan tidak berlaku 
lagl: 

(a) Di Indonesia; 

(i) sehubungan dengan pajak-pajak yang dipotong/pungut: untuk jumlah yang 
dibayar atau dikreditkan pada atau setelah tanggal 1 Januari di tahun 
kalender berikutnya dari tanggal dlsampaikannya permberitahuan 
pengakhiran tersebut, dan 
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REPUBLtK lNDONESlJ\ 

PROTOKOL 

Pada saat penandatanganan Persetujuan hari ini disirnpulkan antara Pernerintah 
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India untuk penghindaran pajak 
berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak­
pajak alas penghasilan, telah disepakati pada saa1 penandatanganan Persetujuan 
bahwa ketentuan-ketentuan berikut inf akan merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari Persetujuan. 

1. Merujuk pada Pasal 7 ayat 1 (Laba Usaha), dapat dlpahami bahwa laba yang 
berasal dari penjualan barang-barang atau barang dagangan darl jenis yang 
sama atau yang serupa seperti yang dijual, atau dari kegiatan-kegiatan usaha 
yang sarna atau serupa yang dilakukan. melalui bentuk usaha tetap, dcipat 
dianggap berasal dari bentuk usaha tetap jika terbukti bahwa: 

(i) transaksi ini dilakukan untuk menghindarl pajak di Negara Pihak di mana 
bentuk usaha tetap itu berada, dan 

(ii) bentuk usaha tetap dengan cara apapun terlibat dalam transaksi 1ni. 

2. Dapat dipahaml bahwa ketentuan-ketentuan Pasat 11 ayat 1 dan 2 (bunga) dan 
Pasal 12 (Royalti dan upah jasa teknlk) tidak berlaku dan ketentuan-ketentuan 
Pasal 7 (Laba Usaha) berlaku apabila penghasilan tersehut terkait efektif 
dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Protokol ini. 

3. Menyimpang dari apapun yang diatur dalam Persetujuan ini, dapat dipahami 
bahwa tidak akan ada yang mencegah suatu Negara Pihak untuk mengenakan 
laba usaha dari suatu bentuk usaha tetap dari suatu perusahaan Negara Pihak 
lainnya dengan tarif pajak yang lebih Unggi daripada yang dikenakan atas laba 
usaha suatu perusahaan yang serupa di Negara Pihak yang disebutkan 
pertama dan hal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu diskriminasi 
sehubungan dengan Pasat 25 (Non-diskriminasi) maupun menjadl 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 (Laba Usaha). 

4. Sesuai Pasal 7, apabila suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu 
Negara Pihak memiliki suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya , laba 
yang menjadi milik bentuk usaha tetap tersebut dikenakan suatu pajak 
tambahan atau pajak alas laba usaha cabang di Negara lainnya tersebut 
sesuai dengan undang-undangnya, tetapi dengan tarif tldak melebihi 15% (lima 
be las persen). 
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~ * ~ -.i:m:r 3~ Q1nT-cm:J3il ifiT ~ ~ (':)' ~- ~ er(:" 

3Wr *" 3ffi * ;m;r 3l't1ClT '!mr-crttJ"11" <Ii'!" f.1<lP'lC1 <'Cf * f.%1'1Clft 
q,{(ff (':)'; 

('JT) m-, 3{l;i:r ;); f<W ~a\ct<ll 31tJCIT "i>lmfJT 'l,u'in<l.I \11rn~ {1,,-::f 'It 
3~ ~ ilif .mn ~ <t>«'IT (':)' I 

s. ~ 3'1"~ ~ ~· 3tr.im it M S" :11t, 11'ft fifclc;1<1i1{i <r.TlT ;); ~ 

ofiRT ~ cm· ~' ~ ~ ;); ~ cm- ~. ~ fifcla:!'llrfi m=<r .r 11"'11 ~ 
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~ ~ ~ """" mm ~. ~ ~ ~ ~ff!<ln ~ ~ ~. f.lfa tR 

~(f')jq; 7 MT1l. ~ m-. * ~ ~ ~ ~ <); ~ ~ :nr J;.:<j" ~ <\; &of 
1t <ft* ~ lflf'ii<IA 11""1' <f;'«'fT ~ 3ru<IT ~ ~ "1)~1'fl <f;T ifi1lT <f;'«'fT ~ I 

7 flmfr :r<m <f;T ~ ti~.;1q;1fl ~ 11 m;r $"ff ifiRllf <tilt ~ fl?:ii4"1 <f;T 

~ Viti" 1lr.1T ;;m.im flli" ~ :nr ~ 1-'t ~ cram. m011r<1 ifi11nrrr IN'tc JftraT 

f<f""cfif ~ffl"lffl ~ ~ 3Jrlr lf".k <); JOOUIA * iflH)iO( ~ t. °"l('f f.l; ~ &lfm 
Jftli)" <t>1•l'rilli iFI" <lil1f (!11t1r<1 m :« <fit "¢ t:"t 1 ~. ;;rer M f.I;-~ tr:i!c "; 
ifltl.\ifli'tl'I ~: Jftlm 'l't7f317T '),uTc:r: :m 3<l1f *'° JlR * ~ ;;rrc:)- tn, ('it 3t Pf 
\1mll4i <); Jrfmm:r * linirrr f<li'i:r ~ff!<ln <f;T ~ Viti" ~ ;;iwm I 

3. 'll(r rinr ~ ~ ~. ;;IT Qqi" 'fi~<:1<t>1fi Wlf *'" f.'1ctra1 t. ~ Vffi· 
<i;r:cr.,ir "'~ fmiftrn ~ l\° Jr:!l<IT ~ ~ ifil'yo:ft Gm f.14f:)r1 t1)<lt tt. ;;rr c;.m 
mmtrcfili)' lr.Tlf ~ f.!lcrmT ~ Jfm!T ;;IT :ra ~ ~ ~ (<1* fcITTfi ~W.lt ~ 
;);- l'lrt°lr.R ~ 3rtrcrr Jt~mr) ~ ~ t . ~ 3il" zyrr if~ f<ITTIT Cf""cr.;IT <m- nra: 

~ ~~~· <fil ~~ mrtm iit\1' 1i1i'1T ~ I 

31 ".! "'{.\<: - 6 

31TlM fl l"'lk'l * 3ITTf 

1 IJCi; <i~C:i<Flfi ~ <); ~ f.lcu:ffi Gm ~ m<'!a1<1>1tr ~I i; fi."t«l 
Jl1«'f ~ ~ .;im .;mr 'ff :nr ~ u~ 1\ q;r Cil70'<lT :;nvm 1 

2. ..~ <111:qfr) ' ~ ~ ~ at\ ~ ;;IT :m <tt~C:lifilft U-'"f <); ~ <); 

~ ~ .ml' t. ~ ~ fl"P-lfit ~ t I ~ qr, R, ~ ll't t:r.m 
;il, 7)° ~rrfffi;r tff1t · 3l'ifl't' '8 l'G f\'1 <\> .31 Cl fl I tl"1 <); ~ 1-'t ti I'll ft'I , <r.f't Jll< Cl I~ cf1\ 1t 
'Fjifi '".,llrn 3ftr 34f<fi{, ~ ~ f.ilvr tr{ 't<ttJO:qft'I *-it.ft '81"11Ri ~ ~ 

w<i'..r MT1l. ~ ~. 3l'ifl't' trl'Gk'I ~ ~ * 3-®ctnt ltR 1'll'f..ra ~. re nt1T 

• 



3~ strt!R"' ~ t' ~ t' F.W ~ ~ t' ~ ~ si!Rlli<'t ~ l"f ~ 
q~<IAa1"14 ~ Fvl<rrr 31C:l4fd14l "' ~ I <rl<'t4101 3ITT <ll<J4 101 3l<IM ~ <); 

""1" ;it 01ffe ~ ~ I 

3. tRl7Jftll 1 <); 3tl<itr, 3l'il'(il 'ft<Fq~ t' Sli"4'a'r .:><r 41•r. ~ ~ ti< ~ .w.rcrr 
~~ fc1q'fr Jr.=4' Wl'R' ~ IJ4)7r * ~ ~ ~ 3l'Rr tf{ ~ OfTJ!. M I 

4. tt{lmtfl 1 3'1\t 3 t' 3'16it.r, ~ 3UJ'f <fit' .mn;r +• ,.q~ TI' ltlM J-ITTr tR' er~ 

~ c<rfrt>•r?. mtr3il' ~ f.11~ ;); F.W ~ 3l<IM 'frP'.lft!t ~ 2111 3Tt<l' tf{ ~ll' "TJI. 
-g'j1't I 

1. trcr. <'ffclC:lifilfl m4" "' ~ :w.R' <); ~ tf{ ~ :rnr ~r.T'Q' ;)' :;i;t <'13J'1"11 

~ <iTil' nq; f.t; <Ill' 3'{J1f ~ ~F<i-Gfil'ftr ~ * ~ ~ ~ lft' °fi~f'i;;f ~ 
mt.<m ~ Y:1 'ffi'4' 1i' Cfil{)Ol l{ ~· iti«IT ~r I "41?; 3m 3'fR' mm ~ ~ <fil'{TtlH 

" 
m r {;'I' r.1 3"fl' :ro11 t" c;rrnT Cf{ ~ ~r * ~ "" ~ :nr ~ ~" 1~."1 
3~ O!rnl ~ ~ ~ :ffir tR {\)" en< ~ ;;IT 3ff t=:!mll °ffi-=?.fr:r.1 ~,)' i!ltf -g v ., 

2. "1<1•J14• 3 <);-~ <F .mtr.:r ~ SV· ~ V<1' tiftiar<firfl '.n;;:<T ;Pi ;i;:t 3<.iT:' 

~ tifc\e;r<iirfl m4" * ~m f.l:iflT ~tmfr ~ <); ;r:rrt;;o.m * <t11<'lot1{ 'l'<rfr ~r. 
q-gi ~ +ifclar<t>lfl ~ * ~ ~ ~ <); iffi"\)r S~ Ol'T31', cf ·<'IT~ ~ 
;;mi7T ~ ({-rn- # #lmr c:rn M ;;ir.r v<fi WIT.if <rr 3'.fffi ~-<>l olt~~ .,. 
q~~fil<1l Jl' ~ ~ m ~~ <iir<liti<'tl41 * AA m q;>,~· ~ fflr.,vr ·:rm:r 

.) .!> 

~ 3ln cf m 3U1T <); wr ~' ~ ~ ~ q;rom'{ <t>TrlT ~ ·"'f,;'l"'"ft-'li-r <1~ ""' ~..(!<\)' 

li~& r 

3. M ~n<ll· ~~ <li' ~ ;r, ~~ q;:r.) *· m u-~ <li' "''1'"'-T <l• 
3'fiitlr 3llT ~ ~ <); .m,."'ltfr;r :m nnn cf>'t ~· ;f\I J~· ?;)' ~. ;;ft' 

" m ~ ~ °" ~,;.rr~ ITT' ~ @IB' 6, ~ ~ ~{ M<1mr 7f'I! 
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<liizlifiifi CJCi" fl l<R l"'4 ~IFHf.'lq; emf 31f ~rrf.i:tt;r {\', ~ ~ <)- 3lf ~ 1f 3lr ~ ~ 

~ ~ <);" ~ 3ll< ~ q~:fi'1•113ft "" 3r.JflR fcl;"Q- d'j'Q' ~. ~ ~ 
~ ~ l\" W<cIT ~ fcl;"Q- d'fQ' trr l ~. ~ m:~ GTU ~l t" 
~ it~ t" mm; <lillfl<>t<i q;)' 3fm!T ~ ~ ~ ifii<t\<>t<t1 <ITT GtV 3ftrcrr 

.lrr<r ~ ~ ~ ~ ~ it :u<iR<t1, ~ JftlCIT ~ ~ <f:l" ~ 31a1<1f.i'r<i1 
<); ~ * 3ftrcrr 'l"l'fl'~laf <); ~ d-'T, f.'l•q1\ad ·Fclfm ~<mlll "1 ~ J'f~ ~ t-~ 
3{t.TCfT ~ 3m1 ~ ~ q;)' ~. ~ ~ <li't 31.fR ~ m! tr.1' tn" ~ 

t- ~ if (a 1 @faq; cmr <fl'!" sifr'I 'lfcl * ~) <&; ~ "ITT. 31\< 3l?J' <f:l" ~ "ITT ~ 

~ ~ * ~ ~ ~ ~ ;rrffe cl;i' ~ I ~ V<liR l1'<fi ~ ~ 
" °" w-iY ci;r ~ ~ iT 3l1' ~ q;)' ~ * ~ ft:l<rr ;;mr;rrr m ~ 

~ GTU ~ "1 lltlm <tii<h<>t<i <li't w.rar ~ ~ 3lr<r ifil"'<>t<li q;)' GtV 
mfflT 3~ ~ cfi" ~ <); ~ 'P.° {l<ifR:l/l. l1i'tfl't 3Tm!T ~ ~ <fl'l" ~ 
JlC\i<t\1141 c); ~ 1l w.rar f.1•q1fai1 FtN'\'6r ~ Jl'mlT mit:r.r <); ~ ~r.:r ~ ~ 

11- 3P-ICfT ~ ~ ~ c); ~ offi' G)s<li{ 3m'I" Jftrar ~ M" 3~ ct;14'<>t4 .;­

<tii<t'li>14 ~<ITT 3UR ~ m; tr.:r tR" ~ ~ ~-.A' (CIF!'ctfacn cmr <fl'l" ~rfr1c1..f~ * 
~r;;:j' ~ ~ m:nfur <f:l" ~ ~ I 

4. ;;rtIT l1'<fi :8faa1ili1fi ~ * w.r.r c); ~ Mm Cf;)- ~ ·~ 3tJ'ill'r * _, 
~ ~ 31mR tR" l1'<fi ~ ~ Cf;)- ~ crrN OlT3:r Cl'T ~ cnm <fl'l" 'FIT 

&. ~ ~ {i •)llli 2 <fl'l" ~ :!.\T ~ 3l1' ;8fat;l ifil{J ~ * Slil~C'I 'A3T!Jr.i ~ * 'ifi'l" 
~ w:r <t>r ~ ~ <f ~ ;rrffe cntill' 1 ~. sim:;r.; it; ~ 3:rcr.:ir{ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ q~Ull d'I ~ ~?;' J1' ~ \Tl&i(il q:;-~ Wof I 

s. ~ ~{Jd11q;1 t-~~ ~ ~ t- m sir m:il't <ITT nor ""' 
Cl''l'111<r ~ ~ * ~ fcl;m ;;nor ¢.rrr, Jf<>l" (1'fi ~ ~ faqfi('( ~ ;m,­
rrm- • <f>'R17T ~ ~ I 
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7. ~ mm -.it Jm:r <Ill' m=n- ~ ~nf.irc:r ~)<fr t Qo:iq;1 ~ ~ <t 3rr<T 

311"w;i ;R- llWT ~ fcl ch!ri f<l;<ir 41<IT t ~ 301 .tio:i-.:;.t}c;'I <t 3tliitr ~ .tiri"3c: <):;-., ., 
3"<fOitit ~ ~ rtffe ~ I 

31o:_r:<k; - 8 
~"'=51~"1{=1<ft"'" 3lk ~ ~q~"'""'a=t;=ri 

1. 1:!'li 'fifclc;1q;1fi ~ <t fomlT 3m:r WU 31o'"~ 4k114 1C1 * '311'1410'/i 3-Mtr 

a1141011 ~ llil ll'lrt ~i;m:r~~M'IJitQ<<);:a\;r~~;R-ifit~;;nvm~ ~ 

N.Fr <):;-~ ~T <l'f ~ ~ ~- I 

2. ~ ~ .,-115131'(1'1'1 3m:r CfiT l1'3mlr sr.itr-~ '(ICfi '7tl'l41 .. I q'\ &. ~ ~ :m 
'fifclC:l&il fr U"'4' * ~ mo:rr :;mr.rrr ~ '31 l'l41iil <Ill' ~ ilR;tJll{:\ ~ ~ ~ ~ 
~ :tttaa1Cf11tr ~ .r ~ ~ trt~ itR;<•ug a:r ~t m ~ ~ :ttfclc;1q,1 fi m ;A-~ 

mm '3l1V1lf f.i'l'HCfil '7tl'l4lil <l'T ~i illi'lCfi vct; f.rclmt ta I 

3. "Jl<'illliil Jft«U Cll <j41iil (f;f lhll i'l01. ~~ * srtmn<r '710141"1 31mlT Cll'_!4!0't <); 

mff.t<f.i. ~ .3fmlT mM mr ~. Sfili", ~rim 3fmlf mFr <t m:I?; :;.rmtT ., ~ 

<lTlJl'f.iT ~m tlft-~ c); <t1H) it1< ~ t. Rm:rR Jr.=4" 3tl11'i" <fi1" 3ffi" ~ W" 4nai::iil er; 
fortr ~ <Ill' ~. '71 Ol4 la:i1 31~TCIT Cll<j41iil~ <Ill' 31r.jt;J)f1tq; o't\rl 3'fR- ~ ~ ct;" 

WI ~ ~ * ->j$l ~ 3~ 71~ 31'1 ~1Tf11\;r t I 

4. mrcn 1 .llk 2 <); 3'T<itit c); tM Sir :i.lt, 3inn1 ~~14 ~rrrmcr ~ ;;n;mr..it <t 
wlll'liil ~ ~ 'fink1Cf11f! 'tl"'4' Ci); f<mlT 3m1 mr lJq; f itaa1<l11f! ~ e); 3llm" ~ * 3"¥ ~ q'\ YifJfifA:tffilc1 ~ it <I\<" '('l'd1TllT m fjCf;(9T ~ ~ m 'fitaa1q;1.fl 

~ ;it i'fdlN 71V <I\<" <li't ~ 50 ~l<r <); <m«1;a-r ~ M<n 'fl.Ff <lit ~ ;:;mrarr I 

5. · fomlT q~ at;>'1 3Wf, '11)- vq;- 'fitaa1<t>1 fl ~ 'of,)' Frtan1'I t. mr 31<1n1<{'14 

41C114 1i1 ;it mc:r 3T2l'CIT qinf-~ if; "Cf~ <); ~ ~ffl ~.ro (f.;m-A" ~ if; 

~ i),- f<ilv tw <rm~ 34f<fi{ ~r@IN ~)it w:rr.rr, '1lf-nm<f ~ ~ ~ 

~ Q< ~ * 1AltCr Mm <);:a\;r 3f!t 'fifclc:1ifil~ U;;:<T ;R-~ tt"l* ;;t<T rr<n F<l1 ~ 
+~vH1 <nr qi:irJT ~cm¢ <ifcl<:l'l•lfl ~cl; $'R a:r ~ ~ 1 
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6. ~ 31iij'<'34 * 1'14)3101 ~ ~ lITTI<~ 41('1141('1 * ,'JIC'f41i1 :m.m a 114 1ffi * Qil lC'li1 TI' ~ ~ ~~it ti< ~ <N ~ 31<'141;;il a-r~r <ii ':(<ll<ill ~ llil li'li1 ~ 

'llTfl' '"'"31 <); ~ * m.;:rr ~ ~ "" w e<fq'fll<I m ~ ~ ~"' ~ Wr ~ 
lit<" ~ 11 ~ ~ ~ ~ ~ mrtT it ~ i1'ffe tITT'\' I 

7 lhl•Jlql 1 ~ ~ ~ "!."" * 31i•ll<:ift. ~ ~ 3mT 3!11CIT fllmr 
31""1HI !fl~ ll '<I I <'101 ~ <it 'llTfl' omit ti< :<ll' O!T1f. ~ I 

1. ~ 

3~-9 
~l(Ol)Jfl 3ml" 

{Cf>) Q<f; fifilC:.ICf>I ft ~ <f;T ~ 3m1 ~ fifcl41Cf>I ~ ~ ~ flITTlt 3'l+f * 
lr.itr, ~4,.01 31mlT ~ * ~= .'.l{tfCIT 31~: a:im ~ ~> .3ttrar 

(m) a tr &If/I;, 'QCj;' fifcla1ct>1~ {~ * ~ ~ lit<-~ 'liRl<',l'fif.i ~~ ~ 
~ 3mT ~ \;j'iju, ~4"4111 .lflHJT If.ill' 1t lk<1e.1rr: Jrn:IT 3f1Ji'~n= an1r ~~ 
~; 

3tt ur.:IT * ~ flITTlt a.fr ~ 1t mm-~ ~ <ll"<I" ~ a1f6'1\~<1• J~<ll ftlifr.n 
li<itIT * ~ ~m ~ ~ ~ ~ ~ -m 3VI" uITT ~ ~ ~. ~ m:r ·~ <'Ii 
<fro' n!l't ;;mr3fr m tmr ~ a.fr <m:r ;;IT 39'1 ~rrit * '1'ffe ~"" cf:ll' ~ * 3;;r ~r 
A ~ ~cf> 3Ul'r """ 'llTfl' SJ1f tmrr. ~ ~ ~rm ~ CiiR'OT ~ 9ClilT 'llTfl' Viffe SJTT n~ 
~ M1'1 m 3mT ~ mm * ~rr11«;r ~ ;;ir ~ 3ll< 37 -en- "~ if>{ r-rmm <ilT 

~If I 

2. ~ 1!"<r. '!ifcla1<ii1:fl tra'<I' m ~ t-~ 3mT ~ mm * 3"1 rm-t ~ 
l l!R:i!i>)a <li«'Tf tr 3lt.r ~ <i;\ wrrrrr tr f.m:r ti< ~ ~ifcl41 Cfi1ft ~ $' f.:r,1if 

3WI CR' 3lT ~ Wlf * 'iii"{ 'H7TT7.lT 1fllT tr J'ltl m* ~ftlro' fem!' ON 'Mm ~ 

<ml ~ ~ \:l~)~fi!IC'I ~ ;);' 3<.111' ""' :rn ~ * 'llTfl' ~ ~ <If?; $!l 3m'll' 
~ <ll"<I" ~ ~ ~ia :m ~ *" ~ ~ m;r :mm ;);' ifl<I' ~ :ir-~ ~ .. i17. 



~ ~ ~ 3if B™T "R ~ ~ ~ *t' mw "' <mil< '"~(1 '111114).,1ri 

~ I $ll' ~ "' ~'rari" q;'j-~ ~ * ~ <fi<R' ~ Jir'll' mm q;'j-

4Ul~i1 ~ ~ un;;r * ~ tITT1T Jttt ~ 3fm'lT<l1 lt)-. cTI- :tifila1<1i1f1 ~ "'<llm1 
mfU<firt)' Q<ti ~ "' mtr cmmr ~ 1 

3. ti {ii.II Qi 2 "' 3tr.itf ~ Ml<l. ~ ~ ;;ii;'f ~I~ if;, \Tllii'R~Cfi 3ftm ~ 
~ 4114a1~<if "' <mUT Jffiffi ~ r.nm 1fllT t ~ ;;nrt ti <1-01 q; 1 <\> 3icmo 
B™T "' '!11114'1.,1 .. 1 q;'j-~ ~ cfit *'~a1$m * ~ 3m:lt * * V<fi t~. 
m:ro- rurr Jrirar "11ri<J..$li!i< *t' ur$' ElmntrQT ~ ~ * Jl~ "' !mi' 31nc;14't t1 

)!"!* - 10 

~r 

1. 1J<fi tifila1q;1fl u;ri:r cfit ~ M <tiJXlo:fl ~ ~ tircta1q;1fl ~ <\> 

~ ~ q;'j- ~r f.Rr m- O!fa:ri1lr 3tf ~ ~ 11' ~ ~ 1 

2. ~. ~ ~rr <R 3l'f tifilaM,rfi ~ * m J.fl< 3"ff ~ <\> ~ <\> 
3~ ~ MllTm ;;ir Wir O'Riflt ~r 3TaT ~ ~ q;µio:fl ~ ~ar:fl"I t. 
~ ~ ~r q;r ~ ~ ~ tifclar<J;rfl ~ i!iT l!'lf; f.lar8'1 t cTI- $lJ' 

l<i!iR ~~~it cfit ~ '{lftt ~ 10 llf.!htO (~~Rf) * 3lfflq;-~ tITT1T 

'4'tr ~<w1 cn 3rr wit <\> ~ * ~ "' qrnui;r <m m.nfclc:r ~ ~ 
f.irn* l)' Wl~r JraT ~ 7W ~ I 

3. ~ Jl<ji& 1\-~ ~ ·~r· tTG i!iT ~ tRro ~ ~ liRl<t>Hl 

~ mF J{Tlf ~ t ;;!)' WT cfit JW1fta1fh11 "' :ttOT ;\; aN if ~1, 3-il< ~ ~ ~ 

~ 3fl« * t f.)m- <R at:t q;'{IUlif ~ WJ:. M t ;;!)' :n:r ~ "' ~ "' 
31 ... 11Jid ~nm * ITTH Jmr tf{ wi:. emt t. rui"''"" f<t:Ru1 <ITT"'~ cm\T ~It Qq; 

f.taRl1' ~ I 
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4 . ~ 1 Jl'rT 2 <); N<iu 3lT ~ * ffi6J. ~ e:)l), 1&; i'111mrr <r.r 

~ ~ ~ 1"li tifclc:;t<t>lfl ~ q;r f.rcrmt ~ <); q:;'R1'f ~ tifcl<:;i<t>l:fl ~ 

.t aw ~ """ ~ ti:i=ti1q01 ~ mt2l1f ~ q;l{)GIH <Rm tt. R;'t'f1<f11 i'l11ITTr JRJ 

~ arn't q;,.q.{j f.ram't t .lftrclT 3lT ¢ ~ * ~ fcm:ft ~ ~ ~ 
~ ~ mtV ~ i!i«'IT t Jlk ~ flAlffi <); ~ * i'l11ITTTl <lit JIW!1i)' 

<lit ;;mt t aw ~ ~ m <); ~ fi~1401 J1tm ~ ~ ~ ~ l'tf ~ 

~ t I~~ it, jfji& 7 m 310j't3a 14, ~ 3fr ~ tn, <); Niitr 
W)..~ I 

s. ~r <illt ;:i;..-qi'I\, ~ """ ~r<t>lfr ~ <f.1- f.?tcr1fil t. ~ lifctzyt;it-~ -1l 
i'ITT'r 3fllaT 3!flr mH ~ t. ~ <;.~ ~ q:;;i:q;;?1 GRT 3fGT fcl;cr m:r oimi~rr '11', 

~ 3fr UlliTt ltiT ~ ~ i;i•1111•11. ~ C1cl1 f.!; ~ ~r 3l1 ~ ~ <l; ~r 

f.)qj'!fl q;l 31GT fcl;cr ;;mt t:l. 3WclT 7'f ~ f.!; ~ tt"4~ cl; ilTt * ~it <lit 
3~ <f.'r ;;mt tn. ~ 3l1 ¢ ~ * ~ ~ ~ ~ m ~ ~ 
~ TI- 1ra1T<fi t\Cr ~ ~ ~ Jl'rT ur ~ <f>J!q;;:fi <); J1fcl(1ft11 mm trt ~ ~ 

~. •II~ 3mT fllRr m:r wli'~r 3Wclr Jlfcl(1ftd ~ ~ l'tf ~ m 3lffll<t; ~ ~ :m 
¢ '{~ * ~ ~ ara Nm 3TtTCfT JTT7T <); <'tr * trr I 

1. 1Jifi ~ ~ ;i?i 3r:lrvl' ~ Cl& {1tff ¢ ~FclC:i<iil fl ~ it; ~ 

f.?tcr1~ <ffi 3TGT fllRr ;iw ~ <R :m ¢ '1".:r'l ~ ~ ommr ;;rr ~ I 

2. ~. ~ m <);~tr< 3'fl' :Rfclc:;1'1itf1 ~ it 3fr Jl'rT 3'l'r ~ <l; ~ <); 

3'"FITT q;'{ M7ITm ;;rr ~ f.illf ~ * Cftr 3G.3Jr ~ t . ~ ~ ~ ifiT ~ 
~ ¢ tifcli.\lifilfl ~ ~ f.)cr1ffl t. m ~ m i;i>ufi11 'fir. Ulra '<f11- WliOf ~ <); 

10 ~l(f ~ 3®<1; i1ffe WTT I 

3. ¢mrrq; 2 "13tliiitit ~~St' ell', l!'"<f; '!'ifclc:;1<1i1f1 ~it 3G.3Jr ~tr< 3'fl' 'U:T<l' 

n ~ ~ w; mH t:)71t ~rri f.!; ~ f.'rRI~ <):; mr mH f.!;m 7f1fT ~ -~ ~'folfr ·m 
~ 3f<r.)- fa I i?tc:a ~ <aT 7rnT i))' 
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(<Ii) ~ <fifa41q;1fl ~ ~ lRCl'i'R, ~ ~ '(l:it<'lffiq; 3'1'-'lmm JMIT 

~ f'tll;t)<t ~; 3ltfi1T 

(61/ (•l ~~ dftJRr.T<r m ~ ~· : 
(1) ff ~fmtr (4 ~ ~ Jtftli ~~): 
(2) ~ $il+c:1'ffi ~Afi"li'fll\ (4 rn q;V'(' •1a<l"le $il+c:Ae): 

(3) ~"'1ilJ<lll ~fR<t1"1 (i<f{i)q')'( ~ (4 ~Jn 

II f4::A d'I ~'<ii) ; 

(ii) mr.r ~ ~ ii': 
(1) 31Hci'i<t ~ ~; 

(2) ~ 3f1<mf -~ ~; 
(3) ~ J{ICfm' ff; JT~ 

lifaGr<fil'ft ~ ~ m<m'{ mr """ ~ mw. ~ ~; 
~ 

~ JMIT ~ 3fM:J' <fif'tllO'I ~ 'R Wtc.mtr ~r.;;-~t ~ lliiiJf 

~ ~ ilhf ~-~ 'R al!R~ ~ ~ I 

4. ~ 3l"j-c.O:<: ti' mrr • ~ "r:m;;i" ~fit\' .r 3l1min ~· . ~" ~,.. ~ "il1:17f 

mitfr 4rcff ~ llIB JmT, mt' cf ~ ID'U ~ ~ 3WclT "l'ffe 31\< <Ir~ ~ 
"il{OT~ <l; ;;it3f ii' R1lfl41ft <lir ~ 3lfU<m" '1ltf" m- Jfll<IT "l'ffe 'l\'t 3lt{- fin)'lf l'tf ~ 

a<if>lft ~ ~. llIB JmT 3lt{- titml Jitrar ~-mlt ~ llIB ~ f.ITTm' ~ 
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~ ~ ~ ~ M 'l!ifi' <tif<1a1ifirfl ~ ~ f.:)a1#l ~ 3fmrr :\IT, <it ~ ~ 
¢ ll;T<f ~ ~ ~ 3fmA01' if:r Mlfulr ti' zy ~ ~ ~~ <f.I 3la'IU <); ~ ~ 

~ <TT ~~ ~ ~ f.:lv \TI'l'f <nn-~ tr- 311 ~ ~ :IT ml ~ ~ WH M I 

·' 
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2. ~ ::tt1-<& ~ ~~ m- ~ UQf ~ ~ JmJ 'R ~ ~ * MPI. tirni 
~ ~ Gm w ~~ ~ l"I' ~ ~ fc'lfitt<c 1Xlfm- .miar CO<l!'ffi<i) ~ ~ 

<m1 ct f.t'Q' fcl;m "l1<IT ~ I 

3. ~ ~ ~ w.l) "'1iitl ~ ~ ~lt 1X!fm- 'lit 'fifcll\IEfiltf <r.TlT <ITT ~ 

~ J1N7lT ~ cey m 3ITTT <li ~cfur crtl' * 3f2lCrr 3Tf~ ~ ~ .m<r ~ f.:l<fill 
crtl' 11 m 'fifcle:1Cf11fi rn iJ;T Frtclr.fl)' ~ ~l ~ ¢ ·!'ifck;1Cf11fi rn ~ am <f•T<rr 

t1 

4 il<i•:Jllh 1 ~ \1<1)"10\IQ, "ltOj1l'lfaC1 '8Fl101" lt 3J1llv.:i- ~ ~ !l' ~ ~ 
mifUn 'fifct~ m:.a ~ l!l'llf ~ Gm ~ mitJ ~ 31;_pl)faC1 ~ 'mlT ~ I 

310j"'34 - 21 

~~~ 

1. ~ ~~. ~ ~ fi'l;ur~ 3-l~r ~ ;;IT ¢ ~nr tr.T?.r 'Iii ~r ~ 
~ ~<Tr ~ 301 :H~e:1q;1 fl ~ * ~ ~ ~ iJ;T f.:lclR1t t JTmir ~ :;11< ;;rr m;r 

Jf'1olt ~i:ff 3TmlT ~ $ 11<i)..,. ... 1t\' 11ta•~fR>lf{ga rn ~ ~ ~. Jf'l°' 3f\OT­

~. ~ .mm ~!HDT ;); \11t'1"'011tl' wen 'RC1T ~" ~ m lf".,-u ~ ~ ~ ~ 
Mt. ~art f<I> ~ ::tte:1<1~1<1i m m:<l' ~ ~ ~ W<r ~· l1TGl tftctl' g 

2. ~ 31"J,£6a ~ omf ~ ~ 't!A<ll<lftl C1<fi 3'lr.liU ~;;IT ~ fm:rr 11<f 
~ q;T ~ ~;); f.t'Q' i14''fi•IC1 ~.mm~ l'l1' ~ ~ t, ~ ~ 
3lt ~ 1T ~ ~ q;T m.f:t fm:rr 3lR ~ ~mi~ \f'<l .31ij:;::&; ~ Oll)T 

f.lH:r 3-l'll't'tIT * 'l1Gi o:r~ ~l;)' : 

(il ~~~if : .~ff'1e:1<ii 1 fl rn Jl 3-rtr..fl' ~ .$ ~ ~~ 

mm Jll1TAif ~ cu~rnr ~ ~1111all. 5 <!'\· 3rtrar ~ .J~: 

(ii) ~ ;); ~ * : 'fi~l\l<tilfi rr;;:<l' * ~ ~ ~ 114\iti!tit 

~ Sl'tl1l Jnm:r.f ~ cntlir ~ i.>i•llC1H (\)' '* 3-ftl<IT ~ 3fli.i<f; I 
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1. v.i; tifcla1ifi1fl ~ ~ ~ f.i'iq1ffi ~ 3ITTf <fi'r ~ m:. :;Jf.1-~ it ~f:i' 
i;1<!T ~r. ~ er<~ ~ t- ti:alm Jto'.(i'-0:<',i * ~ ~ ~ 7tm ~. ~ 3;rr 

~ ~ <fi{it'l<l ~ I 

2. l\{Mil!i 1 ~ mtT, 31"1<-tla 6 <); tRrwi; 2 * mTT-~ ~ ftJ:tJ~ ., * mr 3'11<T * ~ 3-TRr 'R ~ ~ M. ~ mfi· 3ITTf ifiT ""'fl"'n'i ""' '!'ifclar"'r~t 
~ ifiT f.'la1fl) ~ <); o:rr<t ~ tifclc;1<tl1fl ~ * ~ ~ ~ ~ mr-lil' 
1';- room ~ ifiHhtH <fi«lT t\' ~ 3ft' ~ ~ ~ ~ ft!tln M ~ m 
~ ~ il<iffi>q, ~ f.'i"41Rrt iR('1T t\'. <r~ ~r ~ J1-mrr ~· ~ 

m * ~ 3'mr 3lW <fi'r ~ t\'. ~ ~ ~ ~ ~ ~r.or l1 ~amrr 
~ * ~ ~ I ~ ~ * :+11•·Ga 'l 3ftTCIT 31".1,mi\ 14 <);- :rcr.itr, ~ ~· 
;i:n;cr.;tT r.)', ~ ffe I 

3. tjw;nt11 1 311< 2 <l> 3'Cr.itit <); ~ ~ 3i'l lJ<l> ~T<ffi'r ~ <l> M ~ 
<Iii· 3ITTf <fi'r ~; ~ 'R ~ ~ <); ~ 31 .. 1··0:a1 * '1'ilT ~ <fi'r ~ r, Jitr m 
~ '!'ifcla1ifi1f1 ~ * ~n ~ g, 'R m ~ ~ * arr q;r wrrm ~r ~ t\' 

llo.m:T IV 

~ Cfl'(ltl1"1 <); .ll41Cfi'(UI ~ ~ 

.31<ij£34 - 23 

~ ~ <); 3141${01 ~ ~ 

I. ;;f6i '(!cf; '!'il'aa1q;1f1 m ifiT q;)t f.'.lCIFfil \~ 3'mr ~ ~ t ~ CR w 
~ t-~ t- 31oplR ~ t iRia1<1iifl ~ * <w. ~ :m llct>c:rr t %1 
w~ ~· m ~ iii' JITTT qr <'lit * 3'l1 q_.ff.'t <r.RI' ir 31?.J 1';,,\!· 1rrr 
3ITTl'liT ~ <Rm ~ *r W: <fi'r ~ ~ I omftt, ~ ~. 7}.C 1?.'\!' ~ ii· 
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~ <rm4i•1fiili1 3~ <t 3<l" »m ~ 3iffw. ;;:r(.1- tMr. ~ ~ m JITTr q;~ ~. 

;;'h:rr aft romrr trr. Rin:r ti< m ¢ ~ * 'fi't wmrr ;;ir ~ ~· 1 

2. ~ ~ 1'im ~ ~ 3tliitr ~ 3r.prr< V<n tifa~iifilfl ~ ~ ~ ~ 

ID'U Q1G'I' lf:l' iJt 3ITTr W ~ * ifit ~ ¥ llTCa t\t, ~ ~ 3ft (ff {kr<I ~ 
r.ramt lf:l' ~N 3mr tf< ~ lf:l' ~ lf:l' :tmu1011 ~ m:rn ~-~ Jin:r ""° m ~ 
Wrr I 

311 .. 04 - 24 

Mm't ~ qf<C(fj >101 

1. ~ ~R' t' 3'tr.iU f.!t;:t!t ~ ~ * QCf> <=iff.k;l•hl~ ~f q;)' cw. ~ 
3flrtrr 31tr<r""'1" ~ mitr ;H 3fq;;)- ~Q\t Cfiliif£ Q<f 31l:<:l't 1)-; 3tr.i'dl· il'it c:rr<l 'f.1.""~ 'fr 
~ ~. ~ ~ (R~ ctfUt:I- ~ 31:?r'<IT ~ ! 

2. f.\;lfi ~iifirt't ~ ifil' ~ P.a1ffl ~ q;m <l1 ~ t' ~ t;'fiGR' 7'(.t 

W!r. ma-~ i!inil t' ~ ~ * c;qafPJC'I ~ mn m ~ ~ ~~ 
114'1'11"1 3ft«fr ~ ll'Zl'l'Jim ;it <'f vq; ll<1tit01 ~ ~ ~ i'll1f ~"1T trr I 

3. Foiflr<fi ~'t <t m;m;IT <fi)", ~.); ;m•11f0lq; q,lW!rft 'hi <!\i!i~nq "1tr ~. ~ 
~ ~ mt.it it ~rrfm;r ~ ;;r~rr I ,, 

3t'ji& - 25 
m:f-c<ldt\I'( 

1. 'Q1fi :::ifcr~ {j.,-:q ~ ~l'i<iil ti< ffi tiFoi<;l<tiil'r ~~ ;J'I' w ~ iRl!af.7 
~ ., 

3rtl<IT ~..ft' ~ ~ Jttrlffi' i'lf"JJ. ~ <f:r ~ :ir 3<T <fmttrif ~· Jlh' fl~ 
Jr<)m.flf "'ff ~ Jtt!GT 3lftr.li 311 ~ ~. :ir 3ll' ~ ~ <l; ~ ti< ~'ttrrr: 
~ ~ :tf.;itr Jt r.ffe ~ * i-1J7r_ ~ trr 3lmlT i'lf"JJ. lf:l' ;;ir ~ ~I' I 
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.:tt•Jc.3<: 1 "' 3tl<it:it "' ~ ~ :it ~ 3'Cr.itT 30i e<Jfdi4'i 4( :it iWl. Wir ;;ft 1J'l1 

3Ttrclf ~ '!'ifclc;1Cfi1f1 ~ t" f.WR.fr o:rtYt t I 

2. QCF; 'tifcla1Cfi1fl ~ ~ ~ 3t111" ct ~ 'fifcla1<fl1fl ~ .t ~ ~ 
~ 4( ~ ~ ~ -n w ~ ~ ~ o:rt;'i' f.l;;:n" mQ7IT ;;ft 5ff ~ 

m ~ 3'J1'IT 4< ~ CfiFqCfi<'fi4l Cfi't ~ ~ iWl. r,r.t o:rrn <FrntlTOi ~ 3-l ~a'llfo 
~ ~ trr I ~ ~ <fiT ~mt ;;:iffe omTm ;;nwrr ~ 'C!'l1 f ifclr?.i<filf! m t" 
fmr ~ ~ t ~ ~ ~ '!'ifcla1cti1f1 m <l> ~<11ffl•N Cfif. <mltm'f 'll41"1o:t1 ~ 
fmr ~ ~ ~ffl<lo W1<tT q1ft<1 1~"' W'IR"la1~<ii t- Im! ~ "i4<FiR i:f:r Vf!l" 
c<tfil;Jii'i ~· ~ 3ftlCIT q;clRl<ii ~ ~ a ;;fl- C!lf ~ ~<11ffl<ii Cfi't aar f; I 

3. QCF; tifcla1q;1fl m ct 3'l1'IT 4<, ~.r.t 'lf1T ~ <rr ~ ~ * ~ 
m 3lffil<I; ~ ~ ~ 'tifcla1ifi1f1 m ~ QCF; m JlfWri l'C!t<11Rl<1'i ~ ~<11\J'.lf<t ;j\- ~ 

m 3<iq;- mu Pt<i~d i:f:r ~ ~. ~ll)l@ffilo ~ ;t "Cfi'lt w "Ii< o:r-f,t ~ 
;;mmr m ~ q;'if ~ 3f<)iITT a:iffe ~ ~ -;,-IT 3<l ~ -« ~ <'I~ 
~it * f.imr JWcrr JrfUq:; ~ t. ;;IT g~1Sl)fR>!ffilo m t-~ ~r ~ ~ 
~4<iWl.~~lt miWl.~ ;;rr~f; I 

4. ~ ~ Cfi't IJ,)$ifi{ ~ ~ 9 ~ ~{l•Wh ·1, 3101<-iJt\ 11 ~ ~ 7 
~ ~ 

<TT 31¥~ 12 ~ ~{l ill l lfi 6 ~ 34<it1' ~ ~ l:f. 'C!'l1 'fifclt;ICfilf! ~ ~ fll;<Jl· 3m=r 

mu~ ~ifcla1cti1f1 m ~ M" f.ramT <fi't 3m fll;li- mr rn, {14<".?i'. f!trr ~ 

~· M 3m:r ~~mm <!iT ~mar m ~ mn~ ~ ~81 it> J1~ 
~-mni ~ w.:rr 301<fiT' ~ ~:r-M'f.c:lffild <TJ<f ~ ~ f.lctml q;f ~ ;rm;· 

~~ I 

5. ~ 311<&< * qt;' ·~· <fiT ~ 30i ~ ~ r.. ;;ft '(!'f1 <nm" ~ fclmr t 
I 
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,jjiij"~ - 26 

qj'{<l"'f~q; q;m Fctftl-

1. ~ q;'$ ~ 'l$ fl"'l$kll t fil;- ~ 3.f'ITTIT ~ fifclC\ICfilfl ~ ~ 

Cfi1~<11$<il ~ Cfi1<UT m l1't w wm- 'l>f 'Wilm ;;rrnr t m.JCIT ~ ~ ;;IT w 
cti<iT ~ 3qoit/l t-~ ~ t <1r ~ 3o:r ~ ~ ~ft ~ Gm ~ 'R11I 

m.r ~ ~ ~ SV- 3-ft ~ ~ 311 fifclc;1<fi1fl m cli tl1l'm si1ftlifitfl <f;)" 

~ <ITT" ~ t. !"Jl:tiCfil f.l;-~ ~ f.!lcrRfr t 3f:mfr ~ 3'fliliT ml J'ICilr;ik\ 25 
.:> .:> 

cl; l!{idJl4i 1 m ~ 3lTflT t nT ~ 3:rtrCilf mm;rr m fiFclc;1q;1fl ~ ~ tl1l'm 

~ <f;)" ~Cf>{" W!1nr t f"Jlf!Cfil f.l;- a(l" ufS?<Cfi t 1 w ~ <f;)" nr q;1~a1$ 
~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ Jm<r~q;'t h ;;ir.:n-~ ~ 
ttnot1J'lf<l'l'\q W ~ Wll<lT dim t @T W ~ ~ 3'ftiim ~ 3r.'R\Cf ~ t I .:> 

2. ma- fl'im:r ~ <f;)" 31Ttffif ~ ~ Jlrr ma- ~ m M fia1111@<ilifi 

e;l'f~~ ~ ~~. nr~ ~ ~ ~tlftm ~~~~ W<ITTR~ 
3r..Ff ~ t. ~ fifclc;1q;1fl ~ ~ m:'m ~ $ mtT qi{t'qftq; fllMffi ID<f 

311 ~ <f;)" ~ ~ CfiT w:rrfl" ~ I ~ V<liTf ~ m.r ~ Cfi<1T. ~ <'iFclc;1q;1fl 

~ ~ ~ft~* ~ 'fl1'l<T ~m m ~;t §" 3-ft !*><11\;cti'I f1lim ;;fRl'dIT 1 

3. w ~ ~ c<ll@ll ~ Jlm1T ~ ~ <li<<T * ~ q;f?3011$<1r 3-1-mff ~i'li~ 
~. ('I)' fifc'lc;1q;1f1 ~ ~ fl'lm1 ~ ~ q1{t'qftq; flt""'lkl ~ ~ ~ Cfif 

~ ~ I ~ 3;;:f ~ * 3-ft M '1frntl10'1' q;)- '1.3" ~ ~ f.ll't" ~ ~­
Fclmr ~ ~ ~ Gt<il<fi'l W <R'R ~ ~ ~ ~ ~ ~ I 

4. ftrm;)' l!{i<wQ\1 ~ ~ ~ q;'$ lliU{' ~ ~ 1n1);;i01 1~ {'iFclc;1,1iR'r m::qt ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ tfif-c<ld!\H ""-~ t I m'IT-f ~f. ~ 
Jiiij ... IJC\ ~ ~ qi{fqftq; Clim- Fcl1tl- <f;)" Nf7L ~ m ~ ~ fG<ra-fl<f 
sifll:><11Jrr, ~tn'f. ~ "C'Ci" i'14idftct>1 <f;)" ~-Fclmll ~ ~ l)' <t<l1t ~ I 
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1. tifaa1q;1f1 ~r <); ~ ~ ~ ~ (a@1a@r JTtrcrr afa1a,i!i ~ 
.li1t:i11J011fi1t('f ~ ~ 'CfiT 3rrarvr-~ q;trr ;;n- f.h" ~ cr;m- <l; 3'tliiitrr <f.l" 3n1"llT 

tif<1a1q;1f1 ~ 3f1l<fT 3""' {iiil·1klifi 3i:r-~ mrcrr ~ ~rr ~ 31R ~ 
C'rnTV m!' ~ i;r<fiR' mi' fctcRur "' ~ <); ~ ~ ~ ~ "' i;nlf.fln ~qr 
garr\"1 'Ii)- ijl;<11f.:<ta ~ <l> ftW 31~t"'l l"'ld: ~ f,, ~ nq; f<l:i ~ Jitl'r.l 

" m m ~ 'RT{ <); 11Qifit>1 o:rffe t 1 = ifiT ~-~ ~~ 1 .lit< 2 
~ -~-·- .. " 

GTU ~ o:rffe t I 
,. 

2. :iifa&iifitfl ~ m-u ~{j4)jlf) 1 ;t· ~ "'1"ff ~ ~ ifiT$' ~ 311 ~ <); 

~ ~r <); ~ mN" ~ <); <mr.:r ~ wr ~ ;;nv.iYr .lit< :.ra ~ 3ar 

c<ifffitrr .lfmrf ~ (Rfl<iil>f<i 3lrr Y'~!Rff.!lq; ~ ~~\'!' ~ if>'r ~ fch<:T 
-;;mmr m tl{t•J1Qi 1 ~ 3~ffila q;"{T <); ~ ;t ~ CfiT f.nlWir m ~ m:i:_~ 
~. ~ ~ 3l'°'<TaT 3mITTr~ <); m- * 3rmIT .w:!rr.IT 'CfiT f.!ttff<UT ~)- ~r 
~ ~ 'flCI; * ~ tl°t I ~ &rfffi" <IT ~ 'fl''10'!T CfiT 3'1<l)<rf ~ ~ f.r J ~ ~ 

ll<lt;r.:r <); ftW cITTtr I ~ ~ ~ 'Ii)- ma~ ~l <i i <>i<I ~ 'lif4-<llft-'<IT ."tr~ 

~ F.lill<IT ;f ""1iG Cfi< ~ I 

3. ~ :i.fr ~ * ~(1 •J1<t> 1 Ji\< 2 ii> ~rr CfiT m ~ fif<la1 .... A'r m<r 
<r\ f.?l•...,fc;1ffili'I a1~ra ~ o:rffe ~ : 

(<f;) 3'fl" 31~ ~ ma~ m:<r <l> <fir.~'t .Ylh" m1~'fi ·mir ~ t:G 

Cf;{' mn'l'lf.?I"' rn cr.r.ir ; 

(t!l'} ~ ~ (~ afi'11a;;: 3~ afr1 1 4"1~ <Iii' 3-l1mrJ411Ul<f ~~r 
~@rl>f' l\) ~ ~ Cfi"{O'fT ~ ~ 3f1lqf ~t ~ W>.T ffi' 
~ ~ 3Trrii"n 31'trcrr mfT'li'Oi "®· t11J41;r;z1 ~ ~ ~ o:rffe t\'; 

(tr) ~ ~ c1\)' ~ ~ ~ ~ c:mtrl<, ifii()61H, 31l<ilf.'li!i, 
a1fUtRRlifi .lfmrr Clllcl'litf.iifi, ~ Jlmll ~ ~ ~ ~ ~ '/''"" 
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i;iq:;c; M ~. ~ ~ ~ •1rnfa1Wl<t> ;:ftfa ~ 11kl'f!"' ITT 
(3iltr qf#tq;;) I 

4. ~ .:t11ma <);- ll0jt1<01 ~ ma-~ t ifcla1<t11.fl ~ GRr ~ ;,;i101<t>1.fl crn­
mi:r ~ m- fciN 3r.'R)t:r ~ ;mrr ~ n't = :fifcla1<ti1.fl {l;;:<f ~ <li'r ~ 

~ ""-"" ~ 

"11'il<til.fl <rn" 'llTtT ~ "1 fciN 3~ ~ t'1l1:f ~ ql('f 341<lt q;r =3q...rr<l,,.,1•1 q;tm, 

~ :m ~ W<r cm- ~ m "' <ITT' \lll'1;,;i011 <li" r.w ~ ~ <li'r ~ 
31r~'lJ'ili'ITT 01' ITT I ~ rn H 310'(1f.!i~C1 a1Rlr<1 ~{J<JJ(lj\ 3 <llr ~ *" 3lt1tir {\' 
~ ~ a.IT ~ ;il ~ ~ <liT ~ mj' ~ tITT1T fll> :fif<1a1<t>1f1 ~ ~ 

~ ~ ~ ~~wrrm~ fll>v.ifr~ '1~ ~ ~ ~ 
~ti 

s. ~a.IT~ ;il ~{l<IJ l 'h 3 "1 3'C!iitlT <t>T 31'?T ~ $f1QQ ~ <llr ~ 
~ ~ P.G'IT ~ ~ ftW ~ tifclC:lifilf! ~cm-~ a;;)'"' Qv ~ ~ 

~IT fll> ~ ~ if<!;, ~ ~ mm-. ~ ~ m ~ ~ ll'mnT H 
if>n.f«'J' 0'1if.flrft <rr ~ !); ~ t m ~ ~ E<Tft'o <); fCl lf.flrCI ~ ~ ~ (, I 

1. <1f<1a1<t11.fl W<l' ~ c:rclt <li'r • ir V<li ~ <rn" tlt\i<fri l ~ I <It:" 

ttl\llid l 310j£3a 1 3-1\< 2 llm ~ ~ t 1 'fifcla1i.fi1f1 ~ ~ trWr ~ 

~ 3l"j,,i}C: ~ ll•%11"1hi <li'r fclfu ~ flt:""'fcl GRf <l':!T <lit ~ ~ I 

2 ~ llij<-E}a '1 <im ~ ~!&Ci "mWcr GfCIJ'' <!if i"ll'?flT tifclc,1<t11.fl ~. 

3T?.!Crr '3ifcl; {1"1;\)fclq; 34'-~ Jr~ <~ ~ <li'r llR °t WlW 7W mfr 
~ 1'; '<ti<T 3-1\< fclcRvr ~ ~. ~ O'I> ~ Jfrrirrr cnm.no:r ~ Cfj{R 3lmif ~ 

3A mtror f.l1m; ~ :fifclC: l 'fil~ ~ tr~ ~ <'11 mtr-mtr Vtf)- <mi ~ ~ wr;;r, 

\l~Jm'l~ ~r~ 3-1\< • Jwar ~ ~ ~ H ~ <ml~ r 

3. ~ ~ <1fcla1<t11f1 ~ q;r ~ ?JCl1" :m <ra:<r ~ ~ <li" 3iM'i=r 
YCIJ;\)<J ITTnr t JJl< ~ ~ ~ i;T{T ~ ITTi1T \\" 3f!< 3ff ~ 3'ff ~ ~ 
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~ ;\; ~~ ~ <m U<t> ~~rr.rm ~wt~ m ~ t; 
m.lfl'f ~ ;\; ~ If< ~ tiFctarifirfl ~ ;\; ~ ~ iITTT ~ cl; 

si4)»1011tt f<i1ifiH fcll;m ;;rrQ7T[ 1 m <ra"f<f c:ra ~ m ~ iITTT ~ m * <!i<'t 
cl; ~ 311< ~· m- f.l; ~ arcrr m ~ ~ q;r ~ arcrr ~. ili f.:lv 
~ ~ ~"j- ~ 3cr.itl"1° cl; llOJl'R 3<'r ~ tifclC\l<iilfl ~ ~ITT • fcll;m 

;;m:rm I 

4. ;;r;r f.l;<1t 8Fcta1ifi1fl ~ "<fiT ~ arcrr ~ arcrr t ~ li'iitr * ~ ~. 
~ ~ <); Jtnirn, ~ ~ <m ~ ~ <); f.:lv ~ <F 31:Jl<T ~ 

t (!if m ~ c:ra ~ 3'R ~ <); lrarn- ~<);~If<~ :«Fctarifirfl 

~ ;\; l!1ffJf ~ iITTT ~ ;\; ~ ~ <F Sl<il"1G11tl f<i1<hl'< <h< ftlnlr 
;;mrm I ~ ~ ~ 3'R ~ ara <l; ~.iti ~ ~ ~ <l; NtAA ;\; ~ 
~ <); 31:Jl<T ~. ~ r.t; <ra"f<f c:ra m ~ ~ * ml<f wt ~. ~ n<li 

f<I; ;;r;r ~ 3'1f<IT q,r ~ fl:l;<ir :mm t. ~ arcrr ~"'i'1~01Rlla ~ * ~ 
G1ffe t ~ 3<'r &rtffi" i'ITTT ~ t r,m ~ a~ ~ ifif JlfVcf;r{ ~ I 

5. t\{l•J IQi 3 3.JR 4 <\; 3tl'iitil" ~ ~ S1J' :!-f1' tl<ldllQi 3 lftrclT 4 <\; Sl<l)@itltl 

~ tffclC\1'h1fl "{T;T<r &RT fd1ifi1< fcl;m' ;rm arcrr m ~ * f.l;<1t ~ llmr <F 
3l'Ultl'r.f ~ tft7JT 3f~ 3"tfr ~ * :ffi ~ ~ <\; "<fiT(1Jf 3'R ~ cl; ~ * 
Jfnirn f.l;<1t ~ wt <F o;ni~ <mf Slltlfilq;or ~ t'f" ~ I ~ Jral<lT, 

11U•ll4\ 3 ~ 4 <); 1rn't@•HtT ~ tifcl<;lifilfl ~ iITTT f<i1ifil< fcl;v 11V ~ 

wt ~ m ~ * ~ :AFctc;1q;1fl ~ <li ~ <li Jfn1rrr 3lT ml<f c:ra * 
Sl<l't'74 <mf Sl l tl~ifi('tl ~ ~ I 

6. ~ tifcl<;lifilfl ~~~wt$ J-t~li'CI, ~ 3MT ~ ~ "tiiitf :Jl 
~ <ITT ~ 3.ff ~ cl; ril l<l lo14"1° 3fm!T Sl"~ll {lf.:)Cih f.!l<tilW ~ ~ Ml'4T 

;;m:rm I ~ ~ * ~ fG' ~ t ~ m ~ tiFcta1Cfi1f1 '{r;;:lf * ~ 
.-4141 "'<1 ~ in11tif.!l ifi f.!lctirlr cl> mm ~ ifil 4a1t'J <); f.:lv ~ 3lftl<m q;r 

~ ~ ~ Sl4trf ~ i'171T<IT ;;rrQ7Tf I 

7. ~ ll<rwq; 3 3!1ICIT 4 <li mra ~ :ttfclc;1 q;1 ti "'lhTlf iITTT 3fij{ltl Fcliv ;;rm 
cl; tnt:rrct ~ Wl'U" 3ltt ~ tifclc;1q;1fl ~ iITTT ~ ~ wt ~ ~ ~ 
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31\< Sltt11'if.41filli'I ~ ll ~ ~ ~ ~ ~ 'U;;ffQ GTCIT ~ f.'lAAft:tfilli'I il;­

mitr ll~~~ : 

(<fi) ~(i •ll4i 3 <); ~ ~ ~ ~ Ji. ~11)i(:<'tfilli1 ~ q;r ~ 

mmf GTCIT ;fil 3ll" ~ <); ~ i); ~ S1qJ;ft4 t 311< ~ ~ 
~ ~ t ;m 3lf Wl4" 3lT ~ if> ~ <); Jt=rmr ~ ~ m; 
i'Tffe ~; 3ftrcrr 

(lll') ~'(ii.Jllji 4 <l;- .lfn#ci ~ <); m1ffi Ji. ~ <T.T<i' ~ ~ 

~ ~~ mitr ll ~ ~ 3~ ~ ti- ~ ~.f.l" cr.rct 
~~ ~ <l;- m<I' ~ <m-TOT <); ~ 'il>«'IT ~: 
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REPUBLIK INDONESIA 

AGREEMENT 
BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 
AND 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA 
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION 

WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME 

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic 
of India, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation 
and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and with a 
view to promoting economic cooperation between the two countries. 

have agreed as follows: 

CHAPTER I 
SCOPE OF THE AGREEMENT 

Article 1 
PERSONS COVERED 

This Agreement shall apply to persons who are resii:tants of one or both of the 
Contracting States. 

Article 2 
TAXES COVERED 

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a 
Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective 
of the manner in which they are levied. 

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, 
or on elements of income, including taxes on· gains from the alienation of 
movable or immovable property and taxes on the total amounts of wages or 
salaries paid by enterprises. 
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3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular: 

(a) in the case of the Republic of Indonesia: 
the Income tax; 
(hereinafter referred to as "Indonesian tax"); 

(b) in the case of the Republic of India: 
the income tax, including any surcharge thereon; 
(hereinafter referred to as "Indian tax"). 

4. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes 
that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or 
in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting 
States shall notify each other of any significant changes that have been made 
in their respective taxation laws. 

CHAPTER II 
DEFINITIONS 

Article 3 
GENERAL DEFINITIONS 

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: 

(a) the term "Republic of Indonesia" means the territory of the Republic of 
Indonesia as defined in its laws, and parts of the continental shelf, exclusive 
economic zone and adjacent seas over which the Republic of Indonesia has 
sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the United 
Nations Convention on the Law of the Sea 1982; 

(b) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea 
and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has 
sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law 
and in accordance with International law, including the United Nations 
Convention on the Law of the Sea 1982; 

(c) the terms "a Contracting State" and "the oth~r Contracting State" mean the 
Republic of Indonesia or the Republic of India as the context requires; 

(d) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and 
any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in 
force in the respective Contracting States; 

(e) the term "company" means any body corporc.,te or any entity that is treated 
as a body corporate for tax purposes; 
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(f) the tenn "enterprise" applies to the carrying on of any business; 

(g) the tenns "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other 
Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident 
of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other 
Contracting State: 

(h) the tenn "international traffic" means any transport by a ship or aircraft 
operated by an enterprise of a Contracting State. except when the ship or 
aircraft is operated solely between places in ~he other Contracting State; 

(i) the term "national" means: 

(1) any individual possessing the nationality of a Contracting State; and 

(2) any legal person, partnership or association deriving its slatus as such 
from the laws in force in a Contracting State; 

0) the tenn ';competent authority" means: 
(1) in the case of the Republic of Indonesia, the Minister of Finance or his 

authorised representative: 

(2) in the case of the Republic of India, the Finance Minister or his 
authorised representative; 

(k) the term "tax" means Indonesian or Indian tax, as the context requires. but 
shall not include any amount which is payable in respect of any default or 
omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which 
represents a penalty or fine imposed relating to those taxes; 

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, 
any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have 
the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes 
of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable 
tax laws of that State prevailing over a meaning given to the tenn under other 
laws of that State. 

Article 4 
RESIDENT 

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" 
means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by 
reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation, 
or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any 
political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not 
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include any person who is liable to tax in that State in respect only of income 

from sources in that State. 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of 
both Contracting States, then his status shall be determined as follows: 

(a} he shall be deemed to be a resident only of the State In which he has a 
permanent home available to him; if he has a permanent home available 
to him in both States. he shall be deemed to be a resident only of the State 
with which his personal and economic relations are closer (centre of vital 
interests); 

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be 
determined, or if he has not a permanent home available to him in either 
State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he 
has an habitual abode; 

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them. he shall 
be deemed to be a resident only of the State of which he Is a national; 

(d) if his residential status cannot be determined by reason of subparagraphs 
(a) to (c) in that sequence, the competent authorities of the Contracting 
States shall endeavor to settle the question by mutual agreement. 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an 
individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be 
a resident only of the State in which its place of effective management is 
situated. If the State in which its place of effective management is situated 
cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States 
shall endeavor to settle the question by mutual agreement. 

Article 5 
PERMANENT ESTABLISHMENT 

1. For the purposes of this Agreement, the IP.rm '"permanent establishment" 
means a fixed place of business through which ~he business of an enterprise is 
wholly or partly carried on. 

2. The term "permanent establishment" includes especially: 
(a) a place of management; 
(b) a branch; 
( c} an office; 
( d) a factory; 
(e) a workshop; 
(f) a warehouse in relation to a person providi!"lg storage facilities for others; 
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(g) premises as sales outlet; 
(h) farm or other place where agricultural, forestry. plantation or related 

activities are carried on; and 
(i) a mine, an oil or gas wel l, a quarry or any other place of extraction of 

natural resources. 

3. The term "permanent establishment" also encompasses: 

(a) a building site or a construction or assembly or installation project or 
supervisory activities in connection therewith, but only If such site, project or 
activities last for a period of more than 163 days; 

(b) a drilling rig or working ship used for exploration or exploitation of natural 
resources, but only if so used for a period more than 183 days; 

(c) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise 
through employees or other personnel engaged by the enterprise for such 
purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a 
connected project) within a Contracting State for a period or periods 
aggregating more than 91 days within any twelve month period. 

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent 
establishment" shall be deemed not to include: 

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or 
merchandise belonging to the enterprise; 

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 
enterprise solely for the purpose of storage or display ; 

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 
enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; 

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of 
purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the 
enterprise; 

(e) the maintenance of fixed place of business solely for the purpose of carrying 
on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary 
character; 

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of 
activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), pro1Jided that the overall 
activity of the fixed place of business resulfing from this combination is of a 
preparatory or auxiliary character. 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person-other 
than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies - is acting 
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in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contractrng State, 
that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first 
mentioned Contracting State in respect of any activities which that person 
undertakes for the enterprise, if such a person: 

(a} has, and habitually exercises, in that State an authority to conclude 
contracts In the name of the enterprise, unless the activities of such person 
are limited to those mentioned In paragraph 4 which, if exercised through a 
fixed place of business, would not make this fixed place of business a 
permanent establishment under the provisions of that paragraph; or 

(b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a 
stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or 
merchandise on behalf of the enterprise. 

(c) habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost 
wholly for the enterprise itself. 

6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an Insurance enterprise 
of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to 
have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects 
premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein 
through a person other than an agent of an independent status to whom 
paragraph 7 applies. 

7. An enterprise of a Contracting Slate shall not be deemed to have a permane.nl 
establishment in the other Contracting State merely because it carries on 
business in that other Contracting State through a broker, general commission 
agent or any other agent of an independent status, provided that such persons 
are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities 
of such an agent are devoted wholly or almost wholly on beh11lf of that 
enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within 
the meaning of this paragraph. 

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is 
controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or 
which carries on business in that other State (whether through a permanent 
establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a 
permanent establishment of the other. 
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CHAPTER Ill 
TAXATION OF INCOME 

Article 6 
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property, 
including income from agriculture or forestry, situated in the other Contracting 
State may be taxed in that other Contracting State. 

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the 
law of the Contracting State in which the property in question is situated. The 
term shall in any case include property accessory to immovable property, 
livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the 
provisions of general law respecting landed property apply. usufruct of 
immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration 
for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other 
natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable 
property. 

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct 
use, letting, or use in any other form of immovable property. 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from 
immovable property of an enterprise and to income from immovable property 
used for the performance of independent personal services. 

Article 7 
BUSINESS PROFITS 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that 
State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State 
through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on 
business as aforesaid, the profits of the enterprise may he taxed in the other 
State but only so much of them as is attributable to that permanent 
establishment. 

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting 
State carries on business In the other Contracting State through a permanent 
establishment situated therein, there shall in each Contracting State be 
attributed to that permanent establishment the profits which It might be 
expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the 
same or similar activities under the same or similar conditions and dealing 
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wholly independently with the enterprise of which it is a permanent 
establishment. 

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed 
as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of 
the permanent establishment, including executive and general administrative 
expenses so incurred, whether in the State in which the permanent 
establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and 
subject to the limitations of the tax laws of that State. However, no such 
deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than 
towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to 
the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, 
fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or 
by way of commission, for specific services performed or for management, or, 
except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to 
the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the 
determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged, 
(otherwise than towards reimbursement of actual expenses). by the permanent 
establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by 
way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents 
or other rights, or by way of commission for specific services performed or for 
management, or, except in the case of banking enterprise, by way of interest on 
money lent to the head office of the enterprise or any of its other offices. 

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits 
to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment 
of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 
shall preclude thal Contracting Slate from determining the profits to be taxed by 
such an apportionment as ma~· be customary. The method of apportionment 
adopted shall, however, be such that tile result shall be in accordance with the 
principles contained in this Article. 

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the 
mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for 
the enterprise. 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the 
permanent establishment shall be determined by the same method year by 
year unless there is good and sufficient reason lo the contrary. 

7. Where profits include items of Income which are dealt with separately in other 
Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be 
affected by the provisions of this Article. 
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Article 8 
SHIPPING AND AIR TRANSPORT 

1. Profits derived by an ente.rprise of a Contracting State from the operation of 
ships or aircraft in international traffic shall be taxaole only in the Contracting 
State in which the place of effective management of the enterprise is situated. 

2.. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, 
then it shall be deemed to be situated in the Contracting State In which the 
home harbor of the ship is situated, or, if there is no such home harbor, in the 
Contracting State of whtch the operator of the ship is a resident. 

3. The term "operation of ships or aircraft" means business of transportation by 
sea or by air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners, 
lessees or charterers of ships or aircraft, including the sale of tickets for such 
transportation on behalf of other enterprises. the incidental lease of ships or 
aircraft and any other activity directly connected with such transportation. 

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, profits from sources 
within a Contracting State derived Py an enterprise of the other Contracting 
State from the operation of ships in international traffic may be taxed in the first­
mentioned State, but the tax imposed in that Contracting State shall be reduced 
by an amount equal to 50 per cent thereof. 

5. Profits derived by a transportation enterprise which is a resident of a 
Contracting State from the use, maintenance, or renta l of containers (including 
trailers and other equipment for the transport of containers) used for the 
transport of goods or merchandise in international traffic shall be taxable only in 
that Contracting State unless the containers are used solely within the other 
contracting State. 

6. For the purposes of this Article Interest on investments directly connected with 
the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as 
profits derived from the operation of such ships or aircraft if they are Integral to 
the carrying on of such business. and the provisions of Article 11 shall not apply 
In relation to such interest. 

7. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in 
a pool. a joint business or an International operating agency. 
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1. Where 

Article 9 
ASSOCIATED ENTERPRISES 

(a) an enterprise of a Contractlng State participates directly or indirectly in the 
management, control or capital of an enterprise of the other Contracting 
Stale, or 

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, 
control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of 
the other Contracting State, 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises 
in their commercial or financial relations which differ from those which would be 
made between independent enterprises, then any profits which would, but for 
those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of 
those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that 
enterprise and taxed accordingly. 

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State -
and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting 
State has been charged to tax in that other State and the profits so included are 
profits which would have accrued to the enterprise of the first - mentioned State 
if the conditions made between the two enterprises had been those which 
would have been made between independent enterprises, then that other State 
shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein 
on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the 
other provisions of the Agreement and the competent authorities of the 
Contracting States shall if necessary consult each other. 

3. The provision of paragraph 2 shall not apply where judicial. administrative or 
other legal proceedings have resulted In a final ruling that by actions giving rise 
to an adjustment of profits under paragraph 1, one of the 1mterprises concerned 
is liable to penalty with respect to fraud, gross negligence or wilful default. 

Artir. le 10 
DIVIDENDS 

1. Dividends paid by a company whic:h is a resident of a Contracting State to a 
resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which 
the company paying the dividends is a resident and according to the laws of 
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that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other 
Contracting State, the tax so charged shall not exceed 1 O % (ten per cent) of 
the gross amount of the dividends. 

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the 
profits out of which the dividends are paid. 

3. The term "dividends" as used in this Article means Income from shares or other 
rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from 
other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as 
income from shares by the laws of the State of which the company making the 
distribution is a resident. 

4 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of 
the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in 
the other Contracting State of which the company paying the dividends is a 
resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in 
that other State independent personal services from a fixed base situated 
therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively 
connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the 
provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or 
Income from the other Contracting State, that other State may not impose any 
tax on the dividends paid by the company, except Insofar as such dividends are 
paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of 
which the dividends are paid is effectively connected with a permanent 
establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the 
company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits. 
even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of 
profits or income arising in such other State. 

Article 11 
INTEREST 

1. Interest arising m a Contracting State and paid to a resident of the other 
Contracting State may be taxed in that other State. 

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which It 
arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the 
interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not 
exceed 1 O % (ten per cent) of the gross amount of lhe interest. 
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3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting 
State shall be exempt from tax in that State, provided that it is derived and 
beneficially owned by: 

(a) the Government. a political sub-division or a local authority of the other 
Contracting State; or 

(b) (i) in the case of the Republic of Indonesia: 

(1) Bank Indonesia (the Central Bank of Indonesia); 

(2) Pusat lnvestasi Pemerintah (the Centre for Government Investment); 
and 

(3) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (the Indonesia Eximbank); 

(ii) in the case of India 

(1) Reserve Bank of India; 

(2) Export-Import bank of India; and 

(3) National Housing bank; or 

(c) a statutory body or any institution wholly owned by the Government of the 
Contracting States. as may be agreed from time to time between the 
competent authorities of the Contracting States; 

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of 
every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a 
right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from 
government securities and income from bonds or debentures, including 
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penally 
charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of 
this Article. 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of 
the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the 
other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent 
establishment situated therein, or performs in that other State independent 
personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in 
respect of which the interest is paid is effectively connected with such 
permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 
or Article 14, as the case may be, shall apply. 

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a 
resident of that State. Where, however, the person paying the Interest, whether 
he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a 
permanent establishment or a fixed base in connection with which the 
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indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is 
borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall 
be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed 
base is situated. 

7. Where, by reason of a special relatlonsl1lp between the payer and the beneficial 
owner or between both of them and some other person, the amount of the 
interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the 
amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial 
owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall 
apply only to the last-mentioned amount of interest. In such case, the excess 
part of the payments shall remain taxable according to the laws of each 
Contracting State. due regard being had to the other provisions of this 
Agreement. 

Article 12 
ROYAL TIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES 

1. Royalties or fees for technical services arising in a Contracting State and paid 
to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 

2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the 
Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, 
but if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services is a 
resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 
10% (ten per cent) of the gross amount of the royalties or fees for technical 
services. 

3. (a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind 
received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright 
of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films 
or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, 
design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the 
right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for 
information concerning industrial, comme:rcial or scientific experience. 

(b) The term "fees for technical services• as used in this Article means 
payments of any kind, other than those mentioned in Articles 14 and 15 of 
this Agreement as consideration for managerial or technical or consultancy 
services, including the provision of services of technical or technical 
personnel 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of 
the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting 
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State. carries on business in the other Contracting State in which the royalties 
or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated 
therein, or performs in that other State independent personal services from a 
fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the 
royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with 
such pennanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of 
Article 7 or Article 14. as the case may be, shall apply. 

5. (a) Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a 
Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a 
local authority, or a resident of that State. Where, however, the person paying 
the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a 
Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment 
or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees 
for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical 
services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such 
royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the 
Contracting State in which the permanent establishment or fixerl base is 
situated. 

(b) Where under sub-paragraph (a) royalties or fees for technical services do 
not arise in one of the Contracting States. and the royalties relate to the use of. 
or the right to use, the right or property, or the fees for technk:al services relate 
to services performed, in one of the Contracting States, the royalties or fees for 
technical services shall be deemed to arise in that Contracting State. 

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial 
owner or between both of them and some other person, the amount of the 
royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or 
information for which they are paid, exceeds the amount which would have 
been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such 
relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned 
amount of royalties. In such case, the excess part of the payments shall remain 
taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had 
to the other provisions of this Agreement. 

Article 13 
CAPITAL GAINS 

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of 
immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting 
State may be taxed in that other State. 
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2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business 
property of a permanent establishment whrch an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a 
fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting 
State for the purpose of performing independent personal services, including 
such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or 
with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other 
State. 

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of 
ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining 
to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting 
State in which the place of effective management of the enterprise is situated. 

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares 
deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from 
immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that 
other State. 

5. Gains from the alienation of shares other than tllose rnentionf!d in paragraph 4 
in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that 
State. 

6. Gains from the a lienation of any property other than that referred to in 
paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of 
which the alienator is a resident. 

Article 14 
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 

1. Income derived by an individual who ls a resident of a Contracting State from 
the performance of professional services or other independent activities of a 
similar character shall be taxable only in that State except in the following 
circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting 
State: 

(a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting 
State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much 
of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other 
State: or 

(b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting 
to or exceeding in the aggregate 91 days in any period of twelve months; in 
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that case, only so much of the income as is derived from his activities 
performed in that other State may be taxed in that other State. 

2. The term "professional services" Includes especially Independent scientific, 
literary, artistic, educational or teaching activities as well as the Independent 
activities of physicians, lawyers. engineers, architects, surgeons, dentists and 
accountants. 

Article 15 
DEPENDENT PERSONAL SERVICES 

1 Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20. salaries, wages and 
other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in 
respect of an employment shall be taxable only in that State unless the 
employment is exercised In the other Contracting State. If the employment is so 
exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that 
other State. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a 
resident of a Contracting State In respect of an employment exercised in the 
other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if: 

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not 
exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period 
commencing or ending in the fiscal year concerned, and 

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a 
resident of the other State, and 

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base 
which the employer has in the other State. 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in 
respect ot an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in 
International traffic, may be taxed in the Contracting Stale in which the place of 
effective management of the enterprise is situated. 

Article 16 
DIRECTORS' FEES 

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting 
State in his capacity as a member of the board of directors or similar organ of a 
company which is a resident of the ether Contracting State may be taxed In that 
other State. 
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Article 17 
ARTISTES AND SPORTSPERSONS 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a 
resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion 
picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson. from his 
personal activities as such exercised In the other Contracting State, may be 
taxed in that other State. 

2. Where income In respect of personal activities exercised by an entertainer or a 
sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or 
sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding 
the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in 
which the activities of tl1e entertainer or sportsperson are exercised. 

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income from activities 
performed in a Contracting State by entertainers or spo1 tspersons if the 
activities are substantially supported by public funds of one or both of the 
Contracting States, a local authority or public institution thereQf. In such a case, 
the income shall be taxable only in the Contracting State of which the 
entertainer or sportsperson is a resident. 

Article 1S 
PENSIONS AND ANNUITY 

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other 
similar remuneration paid in consideration of past employment and annuity paid 
lo a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. 

2. The term "annuity" means a staled sum payable periodically at stated times 
during life or during a specified or ascertainable period of time under an 
obligation lo make the payments in return for adequate and full consideration in 
money or money's worth. 

Article 19 
GOVERNMENT SERVICE 

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid 
by a Contracting State, or a political subdivision, or a local authority thereof 
to an individual in respect of services rendered to that Strtle or subdivision or 
authority or body shall be taxahle only in that State; 
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(b} However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be 
taxable only In the other Contracting State if the services are rendered in 
that State and the individual is a resident of that State who; 

(i) is a national of that State, or 

(Ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of 
rendering the services. 

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a 
political subdivision or a local aulhority thereof lo an individual in respect of 
services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable 
only in that State. 

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if 
the Individual is a resident of, and a national of. that other State; 

3. The provisions of Article 15. 16, 17, and 18 shall apply !o salaries, wages and 
other similar remuneration, and to pensions in respect of services rendered in 
connection with a business carried on by a Contract!ng State or a political 
subdivision or a local authority body therel)f. 

Article 20 
PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS 

1. A professor, teacher or research scholars who is or was a resident of one of the 
Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for 
the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, 
college, school, museum or other a;;iproved insti~ution in that ether Contracting 
State shall be exempt from tax in that other State on any remuneraticn for such 
teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his 
first arrival in that other State. 

2. This Article shall not apply to income from research if such research is 
undertaken orimarily fo; the private benefit of a specific person or persons. 

3. For the purposes of this Article, an individual shall be deemed to be a resident 
of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the fiscal year 
of income in which he visits the other Contracting State or in the immediately 
preceding fiscal year c.f income. 

4. For the purposes of paragraph 1, "approved instituticn" means an institution 
which has been approved in this regard by the competent authority of the 
concerned Contracting State. 
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Article 21 
STUDENTS AND APPRENTICES 

1. Payments which a student or apprentice who Is or was Immediately before 
visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is 
present in the first-mentioned State solely for the purpose of his educaticn or 
training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall 
not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources 
outside that State. 

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may oe 
reasonable or customarily required to complete the education or training 
undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article· 

(i) in the case of student: for more than five consecutive years from the date of 
his first arrival for the purposes of his education in the Contracting State; 

(ii) in the case of apprentice: for more than two consecutive years from the date 
of his first arrival for the purposes of his training in the Contracting State. 

Article 22 
OTHER INCOME 

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt 
with in the foregoing Articles of this Agreeme:it shall be taxab!e only in that 
State. 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income 
from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient 
of such Income, being a resider.I of a Co!1tr?.cting State, carries Gn business in 
the other Contracting State through a permanent establishment situ&ted 
therein, or performs in that other State independent personal services from a 
fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the 
income is paid is effectively connected with such permanent establi'Shment or 
fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the r.ase 
may be, shall apply. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of ::i 

resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this 
Agreement and arising in the other Contracting State m.:iy also be taxed in that 
other State. 
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CHAPTER IV 
METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 

Article 23 
METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 

1. Where a resident of a Contracting State derives income which. in accordance 
with the provisions of this Agreement. may be taxed in the other Contracting 
State, the first-mentioned State shall allow as deduction from the tax on the 
income of that resident an amount equal to the income tax paid in that other 
State. Such deduction shall not, however, exceed the part of the income tax as 
computed before the deduction is given. which is attributable as the case may 
be, to the income which may be taxed !n that other State. 

2. Where in accordance with any provision of the Agreement, income derived by a 
resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, that State may 
nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such 
resident, take into account the exempted income. 

CHAPTERV 
SPECIAL PROVISIONS 

Article 24 
LIMITATION OF BENEFITS 

1. The provisions of this Agreement shall in no case prevent a Contracting State 
from the application of the provisions of its domestic law and measures 
concerning tax avoidance or evasion. whether or not described as such. 

2. A resident of a Contracting State shall not bP. entitled to the benefits of this 
Agreement if its affairs were arranged in such a manner as if it was the main 
purpose or one of the main purposes to take the benefits of this Agreement. 

3. The case of legal entities not having honafide business activities shall be 
covered by the provisions of this Article. 

Article 25 
NON-DISCRIMINATION 

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting 
State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or 
more burdensome than the taxation and connected requirements to which 
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nationals of that other State in the same circumstances, 1n particular with 
respect to residence. are or may be subjected. This provision shall, 
notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not 
residents of one or both of the Contracting States. 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a 
Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorably 
levied in that other State than the taxation levied on enterprise of that other 
State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as 
obliging a Contracting State to grant to resident .1f the other Contracting State 
any personal allowances, reliefs and reductions for taxatJon purposes on 
account of civil status or family responsibilities which it grants lo its own 
residents. 

3. Enterpnses of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned 
or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other 
Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any 
taxation or any requirement connected therewi!!1 which Is other er morf! 
burdensome than the taxation and connecied requirements to other sin"ilar 
enterprises of the first mentioned State are or may be subjected. 

4. Except where the provisions of paragraph ·t of Article 9, paragraph 7 of Article 
11 , or paragraph 6 of Article 12 apply, interest, royalties and other 
disb:.irsement paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of t~e 
other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits 
of such enterprise. be deductible under the same conditions as if they had been 
paid to a resident of the first-mentioned State. 

5. In this Article the term "taxation· means taxes which are the subject of !his 
Agreement. 

Article 26 
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 

1 Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting 
States result or will result for him in taxation not in accordance with the 
provisions of this Agreement. he may, irrespective of the remedies provided by 
the domestic law of those States, present his case to the competent authority of 
the Contracting Stale of which he is a resident or, it his case comes under 
paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a 
national. The case must be presented within three years frcm the first 
notification oi the action resulting in taxation not in accordance with the 
prov1sions of the Agreement. 
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2. The competent authority shall endeavour. if the objection appears to it to be 
justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve 
the case by mutual agreement with the competent authority of the other 
Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in 
accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be Implemented 
notwlthstanding any time-limits in the domestic law of the Contracting States. 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve 
by mutual agreement any difficulltes or doubts arising as to the Interpretation or 
application of the Agreement. They may also consult together for the 
elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement. 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with 
each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the 
preceding paragraphs. The competent authorities, through consultations. shall 
develop appropriate bilateral procedures. conditions, methods and techniques 
for the implementation of the mutual agreement procedure provided for In tl1is 
Article. 

Article 27 
EXCHANGE OF INFORMATION 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such 
information (including documents or certified copies of the documents) as is 
foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the 
administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every 
kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their 
political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is 
not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by 
Articles 1 and 2. 

2. Any Information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be 
treated as secret In the same manner as information obtained under the 
domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities 
(including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or 
collection of, the enforcement or prosecution in respect of. or the determination 
of appeals in relation to the taxes referred to in paragrap'1 1. or <he oversight of 
the above. Such persons or authorities shall use the information only for such 
purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in 
judicial decisions. 

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to 
Impose on a Contracting State the obligation: 
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(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the 
administrative practice of that or of the other Contracting State; 

(b) to supply information (including documents or certified copies of the 
documents) which is not obtainable under the laws or in the normal course 
of the administration of that or of the other Contracting State; 

(c) to supply information which would disclose any trade, business, Industrial, 
commercial or professional secret or trade process, or Information, the 
disclosure of which would be contrary to publii; policy (ordre public). 

4. If the information is requested by a Contracting State in accordance with this 
Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures 
to obtain the requested information, even though that other State may not need 
such information for its own tax purposes. The obligation contained in the 
preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3, but in no case 
shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to 
supply information solely because ii has no domestic interest in such 
information. 

5. !n no case shall the provisions of par2graph 3 be construed to permit a 
Contracting State to decline to supply information solely because the 
information is held by a bank, other financial institution, nominee or person 
acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership 
interests in a person. 

Article 28 
ASSISTANCE IN COLLECTION 

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of 
revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The 
competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement 
settle the mode of application of th is Article. 

2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed In 
respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the 
Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar 
as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other 
instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, 
administrative penalties and costs of collection or conservancy related lo such 
amount. 

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of 
that State and is owed by a person who, at that lime. cannot, under the laws of 
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that State. prevent its collection. that revenue claim shall. at the request of the 
competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the 
competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be 
collected by that other State in accordance with the provisions of its laws 
applicable to the enforcement and collection of its own taxes as If the revenue 
claim were a revenue claim of that other State. 

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that 
State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure 
its collection, that revenue claim shall. at the request of the competent authority 
of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by 
the competent authority of the other Contracting State. That other State shall 
take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance 
with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of 
that other State even if, at the time when such measures are applied, the 
revenue claim is not enforceable in the first-mentioned State or ls owed by a 
person who has a right to prevent its collection. 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim 
accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in 
that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a 
revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In 
addition. a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of 
paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that 
revenue claim under the laws of the other Contracting State. 

6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue 
claim of a Contracting State shall only be brought before the courts or 
administrative bodies of that State. Nothing in this Article shall be construed as 
creating or providing any right to such proceedings before any court or 
administrative body of the other Contracting State. 

7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under 
paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and 
remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant 
revenue claim ceases to be: 

(a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first­
mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is 
owed by a person who, at that time, cannot. under the laws of that State. 
prevent its collection, or 
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(b) In the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first­
mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take 
measures of conservancy with a view to ensure its collection. 

the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the 
competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other 
State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw Its request. 

8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a 
Contracting State the obligation: 

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and 
administrative practice of that or of the other Contracllng State; 

(b) to carry out measures which would be contrary to public policy (order 
public); 

(c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all 
reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, 
available under its laws or administrative practice: 

(d) to provide assistance In those cases where the administrative burden for 
that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the 
other Contracting State. 

Article 29 

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS 

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic 
missions or consular posts under the general rules of international law or under the 
provisions of special agreements. 

CHAPTER VI 
FINAL PROVISIONS 

Article 30 
ENTRY INTO FORCE 

1. Each of the Contracting States shall notify the other Contracting State through 
diplomatic channels the completion of the procedures required by its law for the 
bringing into force of this Agreement. 

2. This Agreement shall enter into force on the date of the later of the notifications 
referred to in paragraph 1 of this Article. 
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3 The provisions of this Agreement shall have effect as follows: 

(a) In Indonesia: 

(i) in respect of taxes withheld at source: for amounts paid or credited on 
or after the first day of January next following the date on which this 
Agreement enters Into force, and 

(ii) in respect of other taxes: for any tax year commencing on or after the 
first day of January next following the date on which this Agreement 
enters into force. 

(b) In India, in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after 
the first day of April next following the calendar year in which the Agreement 
enters into force. 

4. The Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the 
Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and 
Prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at ,lakarta 
on the 71h August. 1987 shall cease to have effect when the provisions of this 
Agreement become effective in accordance with the provisions of paragraph 3 
of this Article. 

Article 31 

TERMINATION 

This Agreement shall remain in force indefinitely until terminated by one of the 
Contracting States. Either Contracting State may terminate the Agreement, through 
diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months beforfl the 
end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date 
of entry into force of the Agreement. In such event, the Agreemflnt shall cease to 
have effect: 

(a) In Indonesia; 

(i) in resper:l of taxes withheld at source: for amount paid or credited on or after 
the first day of January in the calendar year immediately following that in 
which the notice of such termination is given, and 

(ii) in respect of other taxes: for any tax year commencing on or after the first 
day of January in the calendar year immediately following that in which the 
notice of such termination is given. 

(b) In India, in respect of in.:ome derived in any fiscal year on or after the first day 
of April next following the calendar yea1 in which the notice Is given. 
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REPUBLIK INDONESIA 

PROTOCOL 

At the moment of signing the Agreement this day concluded between the 
Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of 
India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion 
with respect to Taxes on Income. the undersigned have agreed upon the following 
provisions which shall be an integral part of the Agreement. 

1. With reference to paragraph 1 of Article 7 (Business Profits), it is understood 
that profits derived from the sale of goods or merchandise of the same or 
similar kind as those sold, or from other business activities of the same or 
similar kind as those effected, through that permanent establishment, may be 
considered attributable to that permanent establishment if it is proved that 

(i) this transaction has been resorted to In order to avoid taxation in the 
Contracting State where the permanent establishment is situated, and 

(ii) the permanent establishment in any way was involved in this transaction. 

2. It is understood that the provisions of paragraphs 1 and 2 of Articles 11 
(Interest) and 12 (Royalties and Fees for Technical Services) shall not apply 
and provisions of Article 7 (Business Profits) shall apply if the income is 
effectively connected with business activities referred to in paragraph 1 of this 
Protocol. 

3. Notwithstanding anything contained In this Agreement, it is understood that 
nothing shall prevent a Contracting State from charging the profits of a 
permanent establishment of an enterprise of the other Contracting State at a 
rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company 
of the first mentioned State and it shall neither be construed as discriminatory 
with respect to Article 25 (Non-discrimination) nor as being In conflict with the 
provisions of paragraph 3 of Article 7 (Business Profits). 

4. For purposes of Article 7 where a company whic:h is a resident of a Contracting 
State has a permanent establishment in the other Contracting State. the profits 
attributable to the permanent establishment may be subjected to an additional 
tax or branch profits tax in that other State in accordance with its law, but such 
tax so charged shall not exceed a rate of 15% (fifteen per cent). 

5. It is understood that in the event of conflict in application between the 
provisions of this Agreement and the provisions of production sharing contracts 
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